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PRAKATA

Tujuan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya
(IPNB) adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam
rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi
tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk
mencapai tujuan itu, diperlukan penyebarluasan buku-buku yang
memuat berbagai macam aspek kebudayaan daerah. Pencetakan
naskah yang berjudul, Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Isti-
mewa Yogyakarta, adalah usaha untuk mencapai tujuan di atas.

Tersedianya buku tentang. Pengendalian Sosial Tradisional
Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah berkat kerjasama yang baik
antar berbagai pihak, baik instansional maupun perorangan, seper-
ti: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Pemerintah Daerah
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pergu-
ruan Tinggi. Pimpinan dan staf Proyek IPINB baik Pusat maupun
Daerah. dan para peneliti/penulis itu sendiri.

Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan
suatu hasil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada
tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada
waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu menerima
kritik yang sifatnya membangun.
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Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya
buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi ma-
syarakat umum, tetapi juga para pengambil kebijaksanaan dalam
rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Jakarta, Agustus 1991

Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya,

) e~

Drs. Suloso
NIP. 130 141 602
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SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyamout terbitnya buku-buku hasil
kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai
Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah
budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan
penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan
bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat
Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami
kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap
daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya
bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Agustus 1991
Direktur Jenderal Kebudayaan,

Drs. GBPH.—P(;egg
NIP. 130 204 562




KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Direk-
torat Sejarah dan Nilai Tradisional bertujuan menggali nilai-nilai
budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan peng-
amalan Pancasila, untuk terciptanya ketahanan nasional di bidang
sosial budaya.

Dalam tahun anggaran 1989/1990 ini, pelaksanaan Inventari-
sasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya untuk Daerah Istimewa
Yogyakarta dipusatkan pada tema-tema tertentu dengan judul
"Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta”.
Aspek ini penelitiannya ditangani oleh suatu Tim terdiri: Dra.
Sumintarsih (Ketua) dengan anggotanya Drs. Salamun, Dra. Ani
Rostiati, Drs. Hisbaron Muryantoro, Dra. Isni Herawati, Drs.
Sukari, Dra. Isyanti, dan Suryati, BA.

Berkat adanya kerja keras dan kerja sama yang baik dari ber-
bagai pihak, baik perorangan maupun lembaga, baik instansi mau-
pun swasta, maka pelaksanaan penelitian sampai menyusun lapor-
an aspek kebudayaan daerah tersebut dapat berhasil dengan baik.



Kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan
bantuannya demi berhasilnya pelaksanaan tugas ini, kami meng-
ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Pebruari 1990.
Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya
Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

Drs. Suratmin
NIP. 490004289
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1.  Masalah.

Membangun manusia Indonesia seutuhnya berarti membentuk
manusia Indonesia agar hidup selaras dengan sesamanya, masya-
rakatnya, alamnya, dan Tuhannya. Dengan demikian, akan ter-
bentuk suatu kehidupan yang tenteram sebagai perwujudan dari
perilaku kehidupan yang ideal.

Di mana saja manusia pada hakekatnya selalu beradaptasi
dengan lingkungannya, baik lingkungan sosial, budaya maupun
alamnya. Tindakan manusia itu semata-mata adalah dorongan
dari dalam dirinya agar dapat hidup selaras dengan norma-norma
dan adat istiadat yang berlaku; yaitu bagaimana dia memperlaku-
kan alam dan bagaimana selaku warga anggota masyarakat ber-
perilaku sesuai dengan lingkungan budayanya.

Kehidupan manusia dalam masyarakat, perilakunya diatur oleh
bermacam-macam peraturan. Manusia Jawa misalnya, dalam ke-
hidupannya diatur oleh kaidah-kaidah adat yang mengatur kese-
larasan dalam masyarakat, kaidah-kaidah tata krama yang meng-
atur kelakuan antar manusia, kaidah-kaidah yang mengatur hidup-
nya dengan Tuhan, dan kaidah-kaidah moril (Mulder, 1981 : 12).
Kaidah-kaidah tersebut membentuk perilaku normatif yang harus
ditaati. Menurut Durkheim perilaku-perilaku normatif tersebut ti-
dak hanya bersifat eksternal bagi pribadi, tetapi merupakan daya
pemaksa bagi pribadi yang secara langsung memberikan pola-pola
sanksi, sehingga warga masyarakat patuh (Soekanto, 1983 : 19).



Setiap masyarakat betapapun sederhananya, selaiu mencita-
citakan agar masyarakatnya aman dan tenteram. Dengan kata lain,
kehidupan masyarakat yang dicitacitakan oleh para warganya
adalah masyarakat yang seluruh warganya taat dan patuh terhadap
adat-istiadat dan aturan yang terdapat pada masyarakat yang ber-
sangkutan. Namun demikian, masyarakat seperti itu tampaknya
tidak terdapat di manapun di dunia ini.

Masyarakat dengan berbagai pranatanya, membentuk tata ke-
lakuan yang terpola bagi para warganya. Namun untuk mencipta-
kan situasi sosial sesuai dengan pranata yang ada tidaklah mung-
kin. Oleh karena berbagai faktor, kehidupan yang ideal itu tidak
mungkin tercipta. Menurut David Lockwood, tata tertib dan kon-
flik adalah dua kenyataan yang senantiasa ada dalam setiap sistem
sosial. Dalam suatu sistem sosial, warga masyarakat melakukan
penyesuaian-penyesuaian tingkah laku sesuai dengan standard yang
berlaku. Disebutkan oleh Parsons, bahwa suatu sistem sosial dapat
terpelihara kontinuitasnya karena dikendalikan oleh dua macam
mekanisme sosial yaitu mekanisme sosialisasi dan pengawasan
sosial (Nasikun, 1984 : 13—14).

Pengawasan sosial atau pengendalian sosial ini diperlukan un-
tuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi dalam berbagai
proses sosial, supaya Kkeselarasan atau keseimbangan masyarakat
tidak terganggu (Koentjaraningrat, 1977 : 207). Dengan demikian,
pengendalian sosial adalah untuk mencapai keselarasan atau kon-
formitas, yaitu mendorong tindakan-tindakan yang diharapkan
dan mencegah tindakan-tindakan yang menyimpang (Olsen, 1967 :
130).

Untuk mendorong tindakan-tindakan yang diharapkan, dan
mencegah tindakan yang menyimpang diperlukan pengendalian
sosial, karena pengendalian sosial adalah pranata yang mengawasi,
menekan dan menghukum manusia yang menimbulkan ketegangan
dalam masyarakat. Pranata itu mendorong masyarakat untuk ber-
perilaku sesuai dengan adat dan hukum yang berlaku.

Dalam masyarakat modern, pengendalian sosial terwujud da-
lam suatu lembagadembaga, seperti lembaga hukum dan keamanan
yang berfungsi menjalankan aturan-aturan yang intinya mengatur
dan mengkoordinasikan warga yang berada di wilayah kekuasaan-
nya. Lembaga seperti itu didukung oleh sejumlah aparat yang da-
lam menjalankan tugasnya mempunyai sejumlah hak dalam men-
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jatuhkan sanksi terhadap warga vang melanggar aturan. Oleh kare-
na itu, keteraturan dan ketertiban sosial dapat dijaga keberlang-
sungannya. Pada masyarakat tradisional pada orinsipnya sama se-
perti masyarakat modern. Lembaga-lembaga sosial seperti pamong
desa mempunyai hak menjatuhkan sanksi-sanksi pada warga yang
melanggar.

Mekanisme pengendalian sosial dapat bermacam-macam ben-
tuknya, bergantung dari motivasi pengendalian sosial tersebut.
Di samping itu, cara pengendalian sosial dan sarana-sarananya ber-
gantung pada konteks sosial budaya masyarakat di mana pengen-
dalian sosial tersebut dilaksanakan. Oleh sebab itu, ada berbagai
macam wujud pengendalian sosial baik yang positif maupun nega-
tif, bersifat formal maupun informal melalui sarana yang resmi
maupun tak resmi (Soekanto, 1983 : 213-214).

Permasalahannya sekarang apakah sebenarnya yang mendasari
tindakan pelanggaran-pelanggaran itu; sarana-sarana pengendalian
sosial sudah ada (tercakup dalam pranata-pranata yang ada dalam
masyarakat). tetapi secara faktual tindakan anggota masyarakat
kadang-kadang tidak sesuai dengan pola-pola ideal yang diinginkan
masyarakat yang bersangkutan. Masalah kedua adalah bagaimana
mekanisme pengendalian sosial terwujud dalam tindakan manusia
dalam usahanya untuk menyelaraskan kehidupannya, baik dengan
alam dan sesamanya, khususnya hubungan antar anggota dalam
suatu masyarakat, dan lingkungannya.

1.2. Tujuan.

Tujuan penelitian pengendalian sosial adalah untuk menge-
tahui cara-cara yang digunakan oleh suatu masyarakat dalam men-
jaga keselarasan kehidupan bersama secara tradisional, antara lain
cara-cara yang digunakan masyarakat dalam melestarikan sumber
daya alam dan lingkungan, memelihara kebersihan lingkungan
hidup, memelihara keamanan lingkungan, dan memelihara kesatu-
an dan persatuan warga masyarakat yang bersangkutan.

Diharapkan apa yang diperoleh di lapangan dalam penelitian
pengendalian sosial ini dapat dijadikan bahan masukan dalam
rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan, terutama da-
lam menyelaraskan hubungan antar warga dalam suatu masyarakat
dan lingkungan hidupnya. Dar penelitian ini diharapkan pula akan



dapat menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka mem-
perkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi terciptanya
Ketahanan Nasional di bidang Sosial Budaya.

1.3. Ruang Lingkup.

Pokok lingkup penelitian pengendalian sosial meliputi bagai-
mana pengendalian sosial dalam hubungannya dengan pemelihara-
an lingkungan hidup, pengendalian sosial dalam hubungannya
dengan pelestarian sumber daya alam, pengendalian sosial dalam
hubungannya dengan pemeliharaan ketertiban dan keamanan ling-
kungan, pengendalian sosial dalam hubungannya dengan pemeliha-
raan kesatuan dan persatuan.

Lingkup masalah yang lain adalah bagaimana wujud pengen-
dalian sosial dalam kaitannya dengan hubungan antar warga seperti
misalnya: pujian, penghargaan, ancaman, ejekan, gosip, dan se-
bagainya. Kemudian, bagaimana tanggapan aparat sistem pengen-
dalian sosial terhadap warga yang menjadi sasarannya dan bagai-
mana sikap dan pandangan warga terhadap sistem pengendalian
sosial tersebut.

1.4.  Pertanggungjawaban Penelitian.

Guna kelancaran pelaksanaan penelitian pengendalian sosial
secara tradisional, disusun organisasi penelitian yang mencakup 4
tahap kegiatan yaitu 1) Persiapan, 2) Pengumpulan data, 3) Pengo-
lahan data, dan 4) Penulisan Laporan.

Tahap persiapan.

Setelah mendapat pengarahan dan petunjuk seperlunya me-
ngenai topik penelitian ini, maka untuk pelaksanaan kegiatan pe-
nelitian perlu disusun tenaga peneliti yang akan menangani pene-
litian ini. Untuk itu terbentuklah Tim Peneliti dan Penulisan
Laporan, yaitu:

Dra. Sumintarsih (penanggung jawab)

Drs. Salamun (anggota/penulis)

Drs. Hisbaron Muryantara (anggota/penulis)
Dra. Isni Herawati (anggota/penulis)

Drs. Sukari (anggota/penulis)
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6. Dra. Ani Rostiati (anggota/penulis)
Dra. Isyanti (anggota)
8. Suryatni, BA (anggota).

Setelah terbentuk tim peneliti, maka kepada para anggota tim
dijelaskan mengenai kerangka kerja penelitian menurut TOR, dan
pembagian tugas masing-masing anggota. Sehubungan dengan to-
pik penelitian yang berjudul “Pengendalian Sosial Secara Tradisi-
onal”, maka kepada anggota perlu dijelaskan tentang apakah
pengendalian sosial itu, bentuk-bentuknya, mekanismenya, norma-
norma pengendalian sosial tradisional yang bagaimanakah yang
berlaku pada masyarakat bersangkutan, bagaimana wujudnya dan
seterusnya. Sebelum djjelaskan mengenai materi-materi pokok ter-
sebut, kepada para anggota diberikan TOR untuk dipelajari.
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Sesuai dengan waktu yang tersedia, dan supaya laporan peneli-
tian ini dapat selesai tepat pada waktunya, maka ditentukanlah
jadwal penelitian. Sebelumnya diawali dengan pengumpulan data
kepustakaan yang dilaksanakan pada Bulan Mei — Juni 1989,
Kemudian bulan Juli — September Tim mulai penelitian lapangan,
Bulan September — Oktober pengolahan data, dan Bulan Nopem-
ber — Desember penulisan laporan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
metode wawancara mendalam dan observasi. Dengan wawancara
mendalam dapat diharapkan data kualitatif mengenai nilai-nilai,
tradisi, persepsi, mekanisme pengendalian sosial, wujud pengen-
dalian sosial, kasus-kasus penyimpangan dan sebagainya.

Perilaku masyarakat yang mencerminkan adanya pengendalian
dalam hubungannya dengan pemeliharaan lingkungan hidup, pe-
meliharaan ketertiban, pemeliharaan persatuan, maupun pelestari-
an sumber daya alam, dapat diungkapkan baik dengan metode
wawancara mendalam maupun observasi. Dengan pengamatan
akan didapatkan diskripsi mengenai perilaku yang mencerminkan
pengendalian yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Ber-
dasarkan metode wawancara mendalam dan pengamatan ini pula
diharapkan dapat ditemukan kasus-kasus pelanggaran maupun
kasus-kasus kepatuhan yang terjadi.

Untuk mendukung keberhasilan penelitian ini, sebelumnya di-
awall dengan penelitian kepustakaan. Pada tahap pengumpulan
data kepustakaan ini perlu perencanaan mengenai materi-materi




yang perlu dicari melalui data kepustakaan. Untuk itu harus dipilih
publikasi yang relevan dengan topik penelitian. Pada tahap peng-
umpulan data kepustakaan ini setiap anggota diwajibkan membuat
laporan mengenai buku yang telah dibaca dengan sistematika yang
telah ditentukan.

Data yang dikumpulkan melalui metode wawancara dilakukan
dengan menggunakan pedoman pertanyaan (instrumen penelitian).
Pada tahap ini setiap anggota membuat instrumen penelitian dalam
hubungannya dengan masalah: lembaga-lembaga sosial desa dan
pengendalian sosial, pengendalian sosial dalam hubungannya
dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, pengendali-
an sosial dalam hubungannya dengan pemeliharaan lingkungan
hidup, pengendalian sosial dalam hubungannya dengan pemeliha-
raan ketertiban dan keamanan lingkungan, dan pengendalian sosial
dalam hubungannya dengan pemeliharaan kesatuan dan persatuan.
Instrumen penelitian yang dikumpulkan dari setiap anggota ter-
sebut kemudian dibahas bersama dan disusun sesuai dengan data
yang akan digali. Supaya hasil wawancara terarah instrumen pene-
litian diklasifikasikan menurut materi-materi yang perlu digali
kepada informan yang sudah dipilih untuk keperluan tersebut.
Perlu dijelaskan di sini bahwa untuk Kkelancaran dan ketepatan
sasaran yang perlu diwawancara, maka sebelumnya tim melaku-
kan observasi ke lokasi, sekaligus mencari informasi siapa-siapa
saja yang perlu ditemui sesuai dengan data yang perlu digali.

Setelah instrumen penelitian sudah tersusun, kemudian di-
adakan pertemuan tim untuk menentukan lokasi penelitian. Se-
belumnya tim sudah mencari informasi antara lain ke Biro BKLH
(Bimbingan Kependudukan dan Lingkungan Hidup), Kantor Bang-
des, mengenai desa yang sesuai dengan tuntutan TOR, yaitu suatu
daerah pedesaan yang dipilih secara purposive yang kondisi masya-
rakatnya mengandung unsur-unsur adanya: 1) pemeliharaan sum-
ber daya alam, 2) pemeliharaan ketertiban sosial, 3) pemeliharaan
kebersihan lingkungan hidup, 4) pemeliharaan keamanan lingkung-
an, dan 5) pemeliharaan kesatuan dan persatuan warga masyara-
kat. Perlu pemikiran bahwa untuk mendapatkan suatu daerah
pedesaan dengan kondisi seperti tersebut di atas tidaklah mungkin,
namun begitu sedapat mungkin dicari suatu daerah yang men-
dekati gambaran tersebut di atas, terutama dalam hubungannya
dengan pemeliharaan lingkungan hidup.



Berdasarkan kriteria desa penelitian yang telah ditentukan
tersebut, maka dari beberapa informasi yang diperoleh tim me-
ngenai desa-desa yang dialternatifkan untuk dipilih sebagai desa
venelitian, akhirnya dipilih Desa Banjaroya, Kecamatan Kali-
bawang, Kabupaten Kulon Praga. Alasan dipilihnya desa tersebut
sebagai daerah penelitian adalah:

1) Desa tersebut salah satu wilayahnya pernah mendapat peng-
hargaan dalam hubungannya dengan pemeliharaan lingkungan
hidup; dan

2) Desa tersebut mempunyai tradisi kuat, serta norma-norma da-
lam hubungannya dengan pemeliharaan persatuan dan keter-
tiban, pemeliharaan sumber daya alam (air dan tanah).

Perlu dijelaskan di sini bahwa salah satu desa yang dialternatif-
kan sebagai desa penelitian pada mulanya adalah Desa Giring,
Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul. Namun, setelah tim
observasi ke desa tersebut, dilihat dari tuntutan TOR daerah ter-
sebut kurang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi desa peneliti-
an. Untuk itu, kemudian dipilih desa yang mendekati syarat-syarat
yang telah ditentukan dalam TOR, yaitu Desa Banjaroya, Kabu-
paten Kulon Praga.

Oleh karena penelitian ini tidak mungkin dilakukan pada selu-
ruh wilayah desa tersebut, maka diputuskan tiga dusun dipilih se-
bagai daerah penelitian, yaitu Duren Sawit, Plengan, Dlinseng,
yang salah satunya (Duren Sawit) pernah mendapat penghargaan
dalam hubungannya dengan pemeliharaan lingkungan hidup. Per-
timbangan mengapa memfokuskan penelitian ini pada tingkat du-
sun tersebut, adalah karena penelitian pengendalian sosial akan
lebih terjaring dan akan lebih tampak apabila pengamatan dan
perekaman dilakukan pada wilayah yang lebih kecil, lebih sempit.
Pertimbangan dipilihnya ketiga dusun itu sebagai penelitian peng-
endalian sosial ini, antara lain: (1) Dusun Duren Sawit pernah
mendapat penghargaan tingkat propinsi dalam hubungannya
dengan pemeliharaan lingkungan hidup, (2) Di Dusun Plengan ada
tradisi pemeliharaan sumber-sumber air melalui mekanisme takha-
yul dan pemeliharaan lingkungan melalui mitos, dan (3) Di Dusun
Dlinseng banyak terdapat tokoh-tokoh informal dan kepala desa
yang berdiam di daerah tersebut. Kemungkinannya tokoh-tokoh
masyarakat tersebut berpengaruh terhadap pengendalian sosial



masyarakat setempat. Ketiga dusun itu letaknya berdekatan,
sehingga mempermudah jalannya penelitian ini.

Setelah lokasi penelitian ditentukan, kemudian tim sekali lagi
melakukan observasi ke lokasi penelitian, sekaligus mencari tempat
yang diperlukan tim untuk bertempat tinggal sementara selama
melakukan penelitian. Pada kesempatan itu juga diperoleh data
informan-informan kunci dari berbagai lingkungan beserta alamat-
nya untuk diwawancara.

Tahap selanjutnya membuat proposal dan dilanjutkan meng-
urus perizinan guna Kelancaran pelaksanaan penelitian. Setelah
semua sudah siap, kemudian diadakan coaching kepada para ang-
gota mengenai operasional penelitian dan penjelasan-penjelasan
mengenai instrumen penelitian. Pada kesempatan itu juga diberi-
kan penjelasan tentang hal-hal yang perlu disiapkan, serta peralat-
an-peralatan yang perlu dibawa antara lain: tape-recorder, Kaset,
batu battery untuk keperluan wawancara. serta buku catatan un-
tuk mencatat hal-hal yang terekam di lapangan.

Pengumpulan data.

Oleh sesuatu hal, tim mulai terjun ke lapangan tidak tepat se-
suai jadwal yang telah ditentukan, sehingga tim ke lapangan di-
mulai pada bulan Agustus. Pada waktu penelitian itu tim me-
nyebar ke wilayah penelitian untuk melakukan wawancara. Pe-
laksanaan penelitian dilakukan secara bersama-sama, berpindah-
pindah dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Dengan demikian,
semua anggota tim memperoleh gambaran tentang lokasi peneliti-
an. Tempat istirahat dipilih di rumah kepala desa untuk memudah-
kan akomodasi. Sebelum terjun ke lapangan tim dibekali nama-
nama informan yang sesuai dengan materi yang akan digali. Di
samping itu, setiap peneliti diwajibkan untuk memberikan infor-
masi bila menemukan perkembangan baru yang sesuai dengan pe-
nelitian, termasuk tambahan informan yang diperoleh pada waktu
melakukan wawancara. Dalam wawancara tersebut setiap peneliti
dapat mengembangkan pertanyaan dari pedoman wawancara se-
suai dengan keperluan.

Pada tahap pengumpulan data ini, masing-masing peneliti
bekerja satu hari penuh dan selama beberapa hari menetap di wi-
layah penelitian. Setiap malam, selama penelitian, semua anggota
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peneliti berkumpul bersama untuk membicarakan hasil wawancara
dan pengalaman-pengalaman selama di lapangan.

Pengolahan data

Setelah pulang dari lapangan anggota tim melakukan pemin-
dahan data vang direkam dengan tape recorder ke dalam tulisan
yvang disusun sesuai dengan pedoman wawancara. Catatan-catatan
kecil yang diperoleh selama penelitian digabungkan dengan hasil
wawancara yang sesuai dengan permasalahannya. Kemudian, data
yang sudah tersusun rapi diserahkan kepada penanggung jawab.
Setelah data terkumpul semua, oleh penanggung jawab kemudian
diteliti lagi dan diklasifikasikan menurut materi-materi yang cocok
untuk dimasukkan dalam kerangka isi laporan. Dengan demikian,
akan mempermudah penulisan nanti. Data lapangan yang telah di-
klasifikasikan itu kemudian dikembalikan lagi kepada peneliti
(anggota) yang bertanggung jawab untuk menulis sesuai dengan
tugasnya masing-masing, dengan diberi penjelasan-penjelasan se-
perlunya. Setiap penulis memperoleh satu map data yang sudah di-
klasifikasi, dan catatan-catatan kecil mengenai materi yang ada
dalam map tersebut. Data yang ada dalam map tersebut diolah
oleh penulis untuk bahan penulisan laporannya.

Penulisan laporan

Sesuai dengan susunan peneliti yang telah ditentukan dan pem-
bagian tugas masing-masing peneliti, maka anggota yang diberi
tugas menulis termasuk penanggung jawab mempelajari bersama-
sama mengenai sistematika penulisan laporan. Penulisan laporan
dilakukan menurut kerangka isi laporan yaitu Bab: 1. Pendahulu-
an, 2. Gambaran Umum Pengendalian Sosial, 4. Pengendalian
Sosial dan Adat Istiadat, dan 5. Kesimpulan. Dalam penulisan la-
poran, supaya penanggung jawab mempunyai waktu yang cukup
untuk melakukan editing terhadap laporan yang diserahkan para
penulis.



BAB II
GAMBARAN UMUM PENGENDALIAN SOSIAL

2.1. Gambaran Umum Pengendalian Sosial di Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Sekitarnya.

Masyarakat teratur adalah masyarakat yang seluruh warganya
memiliki sikap dan tingkah laku sesuai dengan adat-istiadat yang
mereka dukung bersama. Akan tetapi masyarakat seperti ini
jarang kita temukan. Kalaupun ada sifatnya hanya sementara.
Dalam kenyataannya ada saja yang melanggarnya karena setiap in-
dividu mempunyai bermacam-macam Kepentingan yang kadang-
kadang tidak sesuai dengan adat-istiadat atau aturan umum yang
berlaku dalam masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran itu tentu saja
dapat menimbulkan ketegangan sosial. Untuk mengendalikan
masyarakat supaya berperilaku sesuai dengan norma-norma yang
berlaku diperlukan suatu sistem pengendalian sosial atau kontrol
sosial. Pengendalian sosial terjadi apabila suatu kelompok menen-
tukan perilaku kelompok lain, atau apabila suatu kelompok meng-
endalikan perilaku anggota-anggotanya, atau bila ada pribadi-
pribadi mempengaruhi pribadi-pribadi lainnya (Soekanto, 1983 :
207). Pada lingkup yang lebih luas, pengendalian sosial adalah sa-
rana (atau suatu mekanisme) yang terdapat di dalam masyarakat
untuk mempengaruhi atau mengontrol semua warganya (Yitno,
1989 : 1). Dengan kata lain, setiap warga dalam suatu masyarakat

1). Adat-istiadat (customs) adalah kompleks konsep serta aturan yang mantap dan ter-
integrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan
manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu (Koentjaraningrat. et. al., 1984:2).
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harus patuh kepada nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan dan
pola tingkah laku yang dikehendaki oleh (budaya) masyarakat ber-
sangkutan.

Menurut Koentjaraningrat (1977 : 207), pengendalian ter-
hadap ketegangan sosial yang terjadi dalam masyarakat bisa di-
lakukan dengan berbagai cara yaitu:

1) Mempertebal keyakinan para warga masyarakat akan kebaikan
adat istiadat.

2) Memberi ganjaran kepada warga masyarakat yang taat kepada
adat istiadat.

3) Mengembangkan rasa malu dalam jiwa warga masyarakat yang
menyeleweng dari adat-istiadat.

4) Mengembangkan rasa takut dalam jiwa warga masyarakat yang
hendak menyeleweng dari adat-istiadat dengan ancaman dan
kekerasan.

5) Menghukum bagi yang melanggar adat-istiadat.

Kelima cara pengendalian sosial tersebut dapat dilihat pada kasus-
kasus yang terjadi dalam masyarakat.

Mempertebal keyakinan kepada warga masyarakat akan ke-
baikan adat-istiadat dalam berbagai masyarakat bisa dilakukan
dengan berbagai cara. Cara yang paling umum adalah dengan men-
didik melalui ungkapan tradisional. Dalam masyarakat Jawa, ung-
kapan tradisional ini bisa dipakai sebagai sarana pengendalian
sosial; misalnya ungkapan aja dumeh. Arti yang tersirat dalam ung-
kapan ini adalah jangan: mentang-mentang pandai, mentang-men-
tang berkuasa, dan mentang-mentang kaya, yang mengandung
nilai (ajaran) agar orang bersikap wajar tidak mengagungkan ke-
kayaannya, kekuasaannya, dan sebagainya. Ungkapan lainnya
adalah aja nggege mangsa. Arti yang tersirat dalam ungkapan ini
adalah dalam usaha mencapai cita-cita janganlah mengambil jalan
pintas atau menerobos, yaitu jalan yang lebih singkat tetapi tidak
menurut peraturan yang berlaku. Ungkapan sing sapa salah seleh,
artinya siapa yang berbuat tidak baik pasti akan mendapat hukum-
an.

Ungkapan lain yang masih hidup subur di tengah masyarakat
Jawa adalah ora ilok. Ungkapan ini sangat erat kaitannya dengan
usaha menjaga kelestarian hubungan antara manusia dan jagad
raya, karena dapat diartikan sebagai suatu pemali yang sebenarnya
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mengandung aspek rasional dan aspek kepercayaan. Dengan kata
lain, kata ora ilok sebenarnya ada kekuatan tersembunyi dari ke-
budayaan Jawa yang relevan terhadap pelestarian dan pengendali-
an lingkungan hidup (Kedaulatan Rakyat, 1989 : 16/8).

Cara lain dengan apa yang disebut sugesti sosial atau social
suggestion. Dalam hal ini kebaikan dari adat istiadat ditunjukkan
kepada warga masyarakat dengan cerita-cerita rakyat, dongeng
para pahlawan, tokoh-tokoh perjuangan dan lain sebagainya.
Dengan cerita atau dongeng tersebut diharapkan dapat dipakai
sebagai pengendali sosial agar masyarakat berperilaku baik (tertib).
Sebagai contoh di daerah penelitian (Banjaroyo) ada tokoh yang
dimitoskan yaitu Pangeran Diponegoro. Cerita tersebut dapat di-
jadikan sebagai pengendali masyarakat setempat dalam hubungan-
nya dengan pelestarian lingkungan (tidak boleh menebang pohon
jati besar karena yang menanam Pangeran Diponegoro); dalam
hubungannya dengan ketertiban dan keeamanan baik bagi pen-
duduk di daerah tersebut maupun orang luar, sehingga mereka
tidak berani berbuat yang mengganggu ketentraman masyarakat
(misal kalau mencuri pasti tertangkap).

Keyakinan warga masyarakat terhadap sistem kepercayaan
atau upacara keagamaan juga dapat dipakai sebagai pengendali
sosial, khususnya dalam memelihara keseimbangan lingkungan
alam.

Dari kasus di atas tampak bahwa sistem kepercayaan masya-
rakat yang kelihatannya tidak masuk akal (takhyul), apabila dikaji
sebenarnya memiliki sifat positif, yaitu berguna untuk melestari-
kan sumber-sumber air. Kepercayaan ini mempunyai implikasi
positif untuk melestarikan atau memelihara keseimbangan ling-
kungan alam, agar manusia tidak semena-mena menguasai alam.
Kepercayaan semacam ini perlu dibina untuk pengendalian sosial
masyarakat dalam hubungannya dengan pemeliharaan sumber
daya alam (air).

Kasus lain terjadi di kota Cilacap. Para nelayan Cilacap me-
lakukan upacara sesaji di laut agar dijauhkan dari mara bahaya
oleh Ratu Kidul. Upacara ini dapat dipakai sebagai pengendalian
sosial, khususnya dalam memelihara kebersihan melestarikan
sumber daya alam, serta untuk membina persatuan warganya.

”Di Desa Kranggan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Suka-
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harja terdapat sebuah pohon beringin, yang di dekat pohon itu
terdapat sebuah sendang. Oleh masyarakat pohon beringin ter-
sebut dikeramatkan; setiap hari Jumat diberi sesaji. Ada ke-
percayaan pehon beringin itu tempat tinggal penunggu desa.
Oleh karenanya tidak boleh ditebang. Jika pohon ditebang
penunggunya akan marah dan menyebarkan wabah penyakit
bagi masyarakat sekitarnya. Pernah suatu kali pohon akan
ditebang, tetapi tiba-tiba ada seorang anak sakit setelah mandi
di sendang. Kemudian, atas perintah sesepuh desa pohon tidak
jadi ditebang, lalu anak itu sembuh dari sakitnya (Suara Mer-
deka, 1987 : 24/1).

”Upacara sedekah laut dilakukan oleh para nelayan Cilacap
pada hari Selasa atau Jumat Kliwon dalam bulan Jawa Suro.
Upacara tersebut yaitu meletakkan sesaji di atas batu karang
berwarna hitam yang disebut “batu meja’”. Menurut keper-
cayaan, batu meja ini tempat duduk Ratu Kidul sebagai
penguasa laut pada waktu memberikan pengarahan kepada
hambanya yang terdiri makhluk halus. Ada satu pantangan
bahwa masyarakat tidak boleh mengambil batu-batuan yang
ada di dekat meja itu. Jika dilanggar akan mendapat musibah.
Pernah terjadi, seorang yang mengambil batu karang dekat
meja tersebut menjadi terganggu jiwanya. Akan tetapi, setelah
batu dikembalikan ke tempat semula orang tersebut sembuh
dari sakitnya. Dalam upacara itu diselenggarakan pula berbagai
macam hiburan misal, sepak bola, musik dang-dut, wayang
kulit, dan lain-lain. Atraksi ini di samping untuk hiburan juga
untuk membina persaudaraan, persatuan antar warga di daerah
setempat (Kedaulatan Rakyat, 1988 : 23/8).

Dari kasus ini dapat dilihat dan dikaji bahwa sebenarnya upa-

cara tersebut dapat dipakai sebagai sarana pengendali sosial bagi
masyarakat dalam kaitannya dengan pemeliharaan keseimbangan
alam dan pemeliharaan persatuan masyarakat. Dikatakan demikian
karena dalam upacara tersebut pantangan yang mempunyai impli-
kasi positif, yaitu dilarang mengambil benda-benda laut. Dengan
kata lain, masyarakat diharapkan untuk mencintai alamnya (laut),
dan menjaga kelestariannya. Dengan adanya pertunjukan, dapat
dipakai sebagai media untuk membina kesatuan dan persatuan
warga masyarakat.
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”Di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul ada suatu
tradisi yaitu melakukan upacara sesaji di telaga Kalon Tepus.
Maksud upacara itu adalah agar air dari telaga itu tidak kenng,
sehingga penduduk tidak kesulitan mencari air untuk kebutuh-
an hidup sehari-hari. Dalam upacara itu dilakukan gotong
royong membersihkan air di telaga, vaitu dengan mengambil
sisa-sisa kotoran atau sampah yang banyak terdapat di telaga
tersebut. Selain itu, juga diadakan sesaji, doa atau pembacaan
ritual oleh tokoh masyarakat. Upacara tersebut harus diada-
kan tiap tahun, jika tidak akan terkena kutuk dari penguasa
telaga yaitu telaga akan menjadi kering (Kedaulatan Rakyat,
1988 : 5/9).

Dari kasus tersebut dapat dikaji bahwa upacara tersebut
mengandung maksud dalam pemeliharaan lingkungan. khususnya
tempat sumber air, supaya air tidak kotor, sehingga tidak meng-
ganggu kesehatan masyarakat setempat. Dengan demikian, ada
implikasi terhadap kesehatan masyarakat setempat. Adanya sanksi
dari penguasa telaga bila tidak dilakukan upacara membersihkan
tenaga tersebut, merupakan pengendali bagi masyarakat untuk
selalu membersihkan telaga tersebut. Melihat segi-segi positifnya.
maka upacara ini perlu dibina dan dilestarikan untuk dijadikan
motivasi bagi penduduk dalam kaitannya dengan kesehatan dan
kebersihan lingkungan.

Mekanisme takhayul seperti itu bukan sesuatu hal yang jelek.
tetapi kadang-kadang mengandung implikasi-implikasi positif.
Dalam masyarakat Jawa ada pengetahuan tentang alam lingkungan
secara terbatas (Suhardi, 1982). Untuk mempengaruhi kekuatan
super natural ini masyarakat melakukan sesaji dan doa-doa. Pe-
langgaran terhadap tradisi ini akan mendapat sanksi. Tindakan ma-
syarakat dengan tradisi-tradisi tersebut pada hakekatnya mem-
punyai implikasi kepada pelestarian sumber daya alam. Pengen-
dalian sosial sumber daya alam melalui mekanisme takhayul ini
banyak ditemukan pada masyarakat di daerah pedesaan.

Pengendalian sosial juga bisa dilakukan dengan memberi gan-
jaran atau hadiah kepada warga masyarakat yang taat kepada atur-
an atau adat istiadat, Ganjaran ini mempunyai arti positif, karena
dengan adanya imbalan baik berupa materi maupun non materi
(piagam, pangkat) merangsang warga masyarakat untuk berbuat
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sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, ganjaran bisa lewat
ajaran agama, vaitu bahwa yang berkelakuan baik akan mendapat
ganjaran keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Ganjaran dapat pula dilihat dari program-program pemerin-
tah; misal penghargaan dalam pelestarian lingkungan hidup seperti
kalpataru dan adipura. Juga ganjaran perseorangan, misal pemberi-
an bea siswa terhadap warga yang berjasa dalam menemukan
benda purbakala, berprestasi dalam olah raga, dan lain-lain. Ganjar-
an juga bisa dilakukan pada komuniti yang lebih kecil misal ting-
kat desa dan atau kecamatan.

“Kepala Desa Tegalurung, Kecamatan Bulu, Kabupaten Te-
manggung baru-baru ini telah memberi sebuah penghargaan
kepada salah seorang warganya bernama Darmanto karena di-
anggap berjasa telah menggagalkan sebuah pencurian di gedung
Balai Desa. Penghargaan ini tidak seberapa. namun cukup un-
tuk membayar SPP selama satu tahun bagi Darmanto yang
masih duduk di SD kelas IV. Awal kejadian yaitu suatu malam
yang hujan deras, seorang pencuri hendak membongkar salah
satu jendela Balai Desa, tetapi pencuri tidak tahu kalau per-
buatannya diketahui seorang anak kecil yang berteduh di situ.
Melihat hal itu anak tersebut berlari memberitahu warga se-
tempat. Akhirnya masyarakat berhasil menangkap pencuri
yang ternyata warga masyarakat sendiri”’. (Kedaulatan Rakyat,
1989 : 23/8).

Dari kasus tersebut, yaitu memberikan penghargaan kepada
warga yang telah ikut membantu ketertiban dan keamanan, akan
merangsang atau mendorong warga setempat untuk selalu waspada
dan menjaga lingkungannya terhadap tindakan-tindakan yang me-
resahkan masyarakat, sehingga ketentraman masyarakat tidak ter-
ganggu. Ganjaran juga bisa dilihat ketika Bapak Presiden Soeharto
memberikan bea siswa kepada anak petani warga kota Trenggalek.
Jawa Timur, karena berhasil menemukan benda purbakala ketika
mencangkul sawah. Kasus ini akan memberikan kesadaran warga
masyarakat untuk memnjaga dan memelihara benda-benda sejarah
peninggalan nenek moyang.

Pengendalian sosial bisa juga dilakukan dengan mengembang-
kan rasa malu dalam jiwa masyarakat vang menyeleweng dari
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aturan atau adat istiadat masyarakat. Mengembanzkan rasa malu
ini bisa memberi sanksi sosial dalam bentuk pengi:cilin, penggosip-
an, pengejekan, penertawaan terhadap sesecrang vang melanggar
aturan. Berikut ini beberapa kasus yang menc
pengendalian sosial seperti yang telah disebutkan; misal digjek,
digosipkan dan lainnya.

e s 2 A e S
eriminKkan meranismse

”Di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Purbalingga, terjadi
kasus seorang warga desa bernama S melakukan pencurian
uang milik tetangganya. Identitas pencuri sudah diketahui oleh
yang berwajib, kemudian S ditangkap polisi. Oleh kejadian ini
orang tua S sangat terpukul dan malu, dan warga masyarakat
sekitarnya tak henti-hentinya mengecam dan mempergunjing-
kan kejadian tersebut. Suasana desa yang semula tenang, kini
berubah menjadi gaduh. Nama S mencuat menjadi bahan pem-
bicaraan. Kedua orang tua S menderita tekanan batin. Mereka
enggan ke luar rumah dan seakan-akan dikucilkan dari per-
gaulan, bahkan ibu S jatuh sakit”. (Kedaulatan Rakyat 1988 :
5/5).

”Seorang warga desa Teras, Kabupaten Boyolali bernama T
mendapat malu besar, karena anaknya kedapatan mencuri
kayu bakar milik tetangganya. Masyarakat sering menyindir
dan mengolok-olok bahkan mengucilkan T dan keluarganya.
Karena malunya T sampai hati memukuli anaknya sampai
akhirnya masuk rumah sakit”. (Suara Merdeka, 1987 : 23/11).

”Ada seorang wanita tinggal di desa Bangak, Kabupaten Boyo-
lali, oleh warga sekitar wanita itu dikenal sebagai wanita nakal
(WTS). Masyarakat melarang suami atau anak lelakinya ber-
hubungan dengan wanita tersebut. Jika ada seorang lelaki yang
dekat wanita itu, maka timbul gosip yang negatif dari masya-
rakat. Padahal hubungan itu biasa saja, tetapi masyarakat
sudah terlanjur membuat pandangan negatif. Oleh sebab itu
para pemuda atau para suami banyak yang menjauhi wanita
tersebut sebab malu jika mendapat gosip dari masyarakat’.
(Suara Merdeka, 1987 : 24/7).

”Penduduk di daerah Bantul bernama S digosipkan bermain
serong dengan kakak iparnya, mungkin karena merasa malu
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dan bingung, akhirnya menghabiskan hidupnya dengan minum
baygon”. (Berita Nasional, 1989 : 7/9).

Dari beberapa kasus itu tampak bahwa masyarakat akan meng-
ucilkan, membuat gosip, menjauhi, mempergunjingkan pada warga
atau seseorang yang melanggar aturan, melanggar susila. Dengan
adanya sanksi dari masyarakat yang lebih bersifat menekan batin si
pelanggar tersebut, akan mengakibatkan rasa malu, jera, dan takut
jika berbuat tidak baik. Dengan akibat-akibat seperti itu menjadi
pengendali masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuat-
an seperti itu.

Pengendalian sosial dapat dilakukan dengan mengembangkan
rasa takut dalam jiwa masyarakat yang hendak menyeleweng dari
adat istiadat atau aturan masyarakat. Warga masyarakat akan me-
matuhi hal tersebut, karena takut akan kena sanksinya. Misalnya
di tempat tertentu seperti sendang, pohon-pohon besar, masya-
rakat takut apabila mengganggu lingkungan sekitarnya (kencing
di sekitar sendang, di pohon, menebang pohon dan sebagainya)
karena akan mendapat sanksi dari penunggu pohon tersebut misal-
nya sakit. Dengan demikian, melalui pengembangan rasa takut
akan kekuatan roh-roh halus tersebut menjadi pengendali masya-
rakat untuk tidak mengganggu lingkungan, tetapi memelihara
lingkungan.

Akhirnya suatu sistem pengendalian masyarakat yang penting
adalah hukum. Banyak pakar yang menulis tentang aktifitas-akti-
fitas dari adat istiadat yang secara garis besarnya dapat disamakan
dengan hukum dalam masyarakat. Ada pendapat mengenal hal ini
yaitu menurut Koentjaraningrat (1981 : 214—-216), 1) hukum ada-
lah aktifitas universal. Sebagai contoh penelitian Malinowski pada
masyarakat Trobriand, masyarakat melakukan kontrol sosial
dengan sistem yang disebut hukum, walaupun di situ tidak ada
alat-alat kekuasaan, 2) hukum tidak universal, hanya ada pada
masyarakat yang mempunyai alat-alat kekuasaan (pengadilan,
polisi).

Hukum sebagai alat pengendali sosial masyarakat perlu di-
tegakkan agar aturan-aturan masyarakat ditaati. Hukum hanya ada
dalam masyarakat yang mempunyai alat-alat kekuasaan yang
mengatur masyarakat supaya berlaku tertib. Dengan demikian,
hukum adalah aktifitas-aktifitas pengendali sosial yang didukung
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oleh suatu sistem alat kekuasaan yang diorganisir oleh pemerintah
seperti kepolisian, pengadilan atau yang diorganisir oleh lembaga
adat desa.

Di daerah pedesaan pada umumnya pelanggaran yang dilaku-
kan warga masyarakat di samping ada reaksi dari warga juga men-
dapat sanksi dari orang yang disegani atau mempunyai kekuasaan
di daerah tersebut. Berikut ini kasus-kasus yang terjadi baik pe-
langgaran yang mendapat sanksi dari masyarakat, dari penguasa
(aparat desa), maupun alat-alat kekuasaan.

»Seorang warga yang tidak pernah kumpul/aktif dalam kegiat-
an kampung (di Kemetiran), mobilnya dirusak warga kampung
hingga terjadi keributan. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke
yang berwajib”’. (Berita Nasional, 1989 : 16/8).

Kasus ini menggambarkan bahwa seseorang yang tidak berlaku
sesuai adat istiadat yang berlaku di kampung tersebut akan men-

dapat reaksi dari masyarakat. Sanksinya adalah pengrusakan ter-
hadap barang miliknya. Kejadian ini menjadi peringatan atau peng-
endali masyarakat untuk berlaku sesuai dengan adat di mana ia
bertempat tinggal; sebaliknya bagi masyarakat yang melakukan
pengrusakan, dilaporkannya ke yang berwajib menjadi pengendali
bagi mereka untuk tidak membuat kerusuhan.

”Empat remaja tanggung dijatuhi hukuman percobaan oleh
Pengadilan Negeri Wonosari, Gunung Kidul karena dipersalah-
kan memasuki rumah tanpa ijin dengan membawa wanita
penghibur dan minuman keras. Sebelumnya pemuda-pemuda
tersebut ditangkap masyarakat sebelum terlanjur melakukan
perbuatan negatif. (Kedaulatan Rakyat, 1989 : 3/11).

Kasus ini menjadi cermin bagi masyarakat, bahwa melakukan
perbuatan yang melanggar sopan santun dan kesusilaan akan men-
dapat sorotan masyarakat. Tindakannya yang mengganggu keter-
tiban dan keamanan masyarakat setempat akhirnya mendapat
sanksi dari yang berwajib. Kasus yang sama juga terjadi Desa Pur-
worejo seperti berikut ini.

”’Seorang warga Desa Karangmacal — Purbalingga isterinya ber-
buat serong dengan tetangganya pada saat suaminya berbuat
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serong dengan tetangganya pada saat suaminya sedang ada
tamu. Melihat isterinya malam itu berdua bersama tetangga-
nya, suasana malam itu menjadi gempar karena isterinya itu
dan laki-laki tersebut diarak beramai-ramai oleh masyarakat
menuju ke Balai Desa untuk mempertanggungjawabkan per-
buatannya. Keduanya berjalan sambil menutup muka karena
malu ketika diarak masyarakat. (Kedaulatan Rakyat, 1988 :
14/7).

”Di Wonogiri T dan SM adalah pasangan kumpul kebo oleh
masyarakat setempat perbuatan itu sudah diperingatkan tetapi
tidak diindahkan. Akhirnya pada suatu malam rumah T digre-
beg. Masyarakat merasa jengkel dengan kejadian ini, lalu atas
keputusan Kadus dan ketua pemuda di desa tersebut mengarak
pasangan kumpul kebo itu beramai-ramai dengan tanpa busana
(bugil) yang diterangi lampu petromaks keliling desa. Tujuan
masyarakat dengan tindakan itu adalah supaya warga lain tidak
meniru perbuatan yang memalukan itu. (Kedaulatan Rakyat,
1988 : 18/7).

”Di Desa Purworejo, dua orang yang sudah berkeluarga ber-
main asmara ketahuan masyarakat, kemudian dikatakan ma-
ling sambil berteriak, maka massa mengepung ke tempat ter-
sebut bersama aparat desa. Kemudian diadakan sidang oleh
perangkat desa dan si pria didenda Rp. 200.000,—. (Berita
Nasional, 1989 : 10/12).

Kasus ini tidak sampai dibawa ke yang berwajib, tetapi di-

sidang oleh perangkat desa setempat. Perilaku yang melanggar
susila ini mendapat reaksi keras dari masyarakat. Sistem den-
da di Daerah Purworejo itu juga terdapat di daerah penelitian, den-
danya dilihat menurut kasus. yaitu sebesar Rp. 50.000,00
Rp. 100.000,00. Denda tersebut untuk kas desa. Dengan denda
tersebut diharapkan warga masyarakat tidak akan melakukan per-
buatan seperti itu. Rupa-rupanya norma-norma masyarakat sangat
mencela perbuatan melanggar susila. Banyak kasus serupa yang di
samping mendapat reaksi dari masyarakat juga mendapat sanksi
dari yang berwajib, seperti kejadian berikut ini.

”Seorang warga di Desa Krapyak Bantul di meja-hijaukan ka-
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rena didakwa mencemarkan nama baik seseorang. Ia menye-
barkan gosip bahwa seorang gadis bernama SP yang akan me-
nikah itu sudah hamil tidak dengan calonnya tetapi dengan
pakdenya. Akhirnya perkawinan itu gagal, KUA tidak mau me-
nikahkan, pakde SP malu kena gosip seperti itu, ia lalu lapor
ke yang berwajib. (Berita Nasional, 1989 : 9/11).

Kasus tersebut sekaligus sebagai pengendali bahwa warga
masyarakat yang melakukan perbuatan tak terpuji (kasak-kusuk,
memfitnah dan sebagainya), sehingga mengganggu ketentraman
masyarakat dan merugikan orang lain akan dilaporkan ke yang ber-
wajib. Sebaliknya, perbuatan yang melanggar susila akan mendapat
sanksi batin seperti rasa malu, mendapat gosip, dan tindakan KUA
yang tidak mau menikahkan karena kasus tersebut sangat efektif
untuk pengendalian sosial.

Di daerah penelitian seseorang yang mengambil sesuatu
(rumput, ranting, daun-daunan) tanpa ijin akan mendapat denda
Rp. 1.000,00 dan mendapat celaan dari masyarakat. Dalam kaitan-
nya dengan pemeliharaan lingkungan, sanksi ini cukup efektif un-
tuk mengendalikan perbuatan orang yang seenaknya barang bukan
miliknya, sehingga mengganggu lingkungan. Di daerah Bantul ke-
jadian serupa dimeja-hijaukan.

»’Seorang penduduk di Bantul menyabit padi milik orang lain
dihukum 20 hari oleh pengadilan Bantul. (Berita Nasional,
1989 : 7/9).

Dengan kasus tersebut memberi peringatan atau mengajak ma-
syarakat untuk menghormati milik orang lain atau hak orang
lain, dan supaya berlaku jujur.

”Di daerah Sleman seseorang yang mencuri seperangkat ga-
melan dihukum 4 bulan dan menderita cacat kaki seumur hi-
dup karena dikejar massa. (Berita Nasional, 1989 : 29/12).

Selain warga biasa yang melakukan pelanggaran hukum, sering
pula aparat pemerintah atau pamong desa melanggar hukum
dengan melakukan tindakan tidak terpuji, misalnya seperti kasus
di bawah ini.
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”Sekdes di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten bernama Pur
akan diberi sanksi hukum karena dinilai tidak disiplin dalam
melaksanakan tugas. Sekdes P pergi diduga dengan membawa
sertifikat milik warga desa. Beberapa kali dicari oleh warga
setempat baik di rumah maupun di kantor namun tidak per-
nah ada, mereka sudah membayar beratus-ratus ribu mem-
bayar kepada Sekdes untuk urusan sertifikat. Kini Sekdes
tersebut diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawab-
k an perbuatannya. (Kedaulatan Rakyat, 1989 : 11/8).

”Seorang warga Banyumas Ir. S mantan manager Pusat Pela-
yanan Koperasi Banyumas telah dijatuhi hukuman penjara 5
tahun dan denda 10 juta. Hal ini disebabkan karena Ir. S.
menggunakan uang setoran pupuk sebanyak 45 juta untuk ke-
pentingan pribadi. Perbuatannya itu secara tidak langsung me-
rugikan keuangan negara, juga dianggap memberikan contoh
yang tidak baik dan merusak citra koperasi, apalagi dilakukan
oleh seorang sarjana yang seharusnya memberi contoh baik.
(Kedaulatan Rakyat, 1988 : 22/7).

Demikianlah beberapa contoh kasus dari warga atau aparat
pemerintah yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam kehidup-
an sehari-hari sebenarnya masih banyak kasus-kasus pelanggaran
yang terjadi seperti pelanggaran lalu lintas, kriminalitas, dan tin-
dak kejahatan. Dengan adanya sanksi hukum tersebut kasus-
kasus pelanggaran dapat ditekan atau dikurangi, khususnya dalam
usaha untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan aman.
Akhirnya dengan mengetahui cara-cara pengendalian sosial yang
dilakukan oleh suatu masyarakat dalam menyelaraskan hubungan
antar warganya dan lingkungannya, maka pada giliran selanjutnya
dapat dijjadikan masukan oleh pembuat kebijakan dalam rangka
pemeliharaan lingkungan alam maupun sosial.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masya-
rakat tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa mekanisme pengen-
dalian sosial berlangsung, baik secara formal maupun informal;
hampir semua kasus pengendalian sosial secara formal. Hal ini me-
nunjukkan bahwa dalam masyarakat yang demikian itu sudah ada
gejala sifat-sifat hubungan masyarakat yang secondary group.
Pada masyarakat yang demikian ini, pengendalian sosial secara
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otomatis tidak begitu sangkil, tetapi harus diselesaikan pula lewat
lembaga-lembaga resmi untuk menunjukkan norma-norma yvang
harus dianut oleh setiap warga masyarakat.

Selanjutnya pengendalian sosial yang mempunyai implikasi
positif bagi pemeliharaan lingkungan hidup perlu dikembangkan,
seperti telah ditunjukkan dalam kasus-kasus tersebut yang ter-
nyata juga ada di daerah penelitian. Dari kasus itu menunjukkan
ada mekanisme imitatif yang sebetulnya tidak hidup dalam ke-
nyataan, tetapi hanya terdapat di dalam mitologi, cerita-cerita;
yang biasanya ada implikasi-implikasi positif bagi pemeliharaan
lingkungan hidup dan hal seperti itu bisa dikategorikan sebagai
pengendalian sosial. Mekanisme-mekanisme takhayul perlu digali
dan dikembangkan sedemikian rupa yang pada prinsipnya menjadi
pengendalian sosial bagi masyarakat yang bersangkutan untuk me-
melihara lingkungannya. Misalnya saja mekanisme takhayul pada
pohon-pohon besar, pada sumber-sumber air dan sebagainya.

Jadi, pengendalian sosial sebagai suatu mekanisme kontrol,
menekan dan mengarahkan setiap warga masyarakat; setiap warga
masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma, atur-
an-aturan, peranan, hubungan dan lembaga-lembaga yang dinilai
tinggi di dalam masyarakat. Dengan jalan itulah masyarakat se-
bagai suatu sistem sosial dapat menjaga dan melangsungkan ke-
hidupannya. Dengan kata lain, dalam lingkup yang lebih luas,
pengendalian sosial adalah suatu sarana yang terdapat dalam ma-
syarakat untuk mempengaruhi atau mengontrol semua warganya.
Melalui suatu proses, setiap warga masyarakat diajak ke arah sikap
yang patuh kepada nilai-nilai budaya, norma-norma, aturan-atur-
an dan pola-pola tingkah laku yang dikehendaki oleh budaya
masyarakat itu. Melalui proses sosialisasi, internalisasi, dan enkul-
turasi, setiap warga akan mewujudkan tingkah laku yang sesuai
dengan kehendak masyarakat di mana individu itu tinggal. Namun
dalam kenyataannya, tidak semua warga berperilaku demikian.
Sebagai seorang manusia maka individu itu adalah seorang yang
aktif, punya kehendak, pikiran dan sebagainya; ia akan punya re-
aksi terhadap ketentuan-ketentuan, perlakuan-perlakuan lingkung-
annya dan sebagainya. Sebagai makhluk sosial warga suatu masya-
rakat, maka kadang-kadang saja terjadi benturan-benturan antara
individu-individu maupun antara individu dan masyarakat karena
tidak adanya kesesuaian kehendak. Oleh sebab itu, dalam setiap _
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sistem sosial selalu terjadi kasus-kasus seperti yang telah disajikan
yang diambil dari surat kabar (koran).

Untuk memaksa atau menekan warga masyarakat mengikuti
kehendak masyarakat, maka masyarakat menciptakan atau melem-
bagakan suatu sistem yang disebut pengendalian sosial atau kon-
trol sosial. Mekanisme pengendalian sosial ada beberapa macam
antara lain: 1) formal dan informal. Wujud formal berupa aturan
tata tertib secara tertulis dan biasanya dilengkapi dengan lembaga-
lembaga resmi seperti pengadilan, kepolisian, dan sebagainya.
Sedangkan pengendalian sosial informal, biasanya tidak tertulis
tetapi hidup dalam alam pikiran, diakui dan dipatuhi oleh sebagian
besar masyarakat. 2) imitatif, adalah pengendalian sosial yang se-
betulnya tidak hidup dalam kenyataan tetapi terdapat di dalam
mitologi, dongeng-dongeng, serta cerita-cerita. yang biasanya ada
implikasinya sebagai pengendalian sosial. Dari sudut sanksi bagi
yang terkena dapat bersifat negatif dan positif. Pengendalian sosial
bersifat negatif berupa ancaman, perintah, kewajiban, hukuman,
dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat positif, berupa pemberian
ganjaran, bujukan, anjuran, sanjungan dan sebagainya.

Dalam perkembangan masyarakat sekarang. akibat adanya
pembangunan di bidang pendidikan., ekonomi, komunikasi dan
sebagainya, timbul perubahan-perubahan budaya di dalam masya-
rakat. Sehubungan dengan situasi-situasi yang demikian itu, me-
nurut Soekanto (1983 : 218) yang mengutip dari pendapat Rou-
cek, sikap warga masyarakat terhadap norma-norma pengendalian
ada tiga macam yaitu sikap otomatik, sikap yang ditentukan oleh
kelembagaan, dan sikap ragu-ragu. Sikap otomatik terdapat dalam
masyarakat yang mempunyai ciri sebagai primary group, yaitu
hubungan antar individu di dalam kelompok itu lebih bersifat ke-
keluargaan karena saling kenal dengan baik. Oleh karenanya nor-
ma-norma yang ada dipahami oleh setiap warga. Secara otomatis
mereka akan bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nor-
ma yang berlaku. Sebaliknya dalam masyarakat yang secondary
group, hal semacam itu kurang nampak. Hubungan antar individu
di dalam masyarakat seperti itu hubungan kekeluargaan maupun
emosi tidak begitu banyak berperan. Hubungan biasanya didasar-
kan kepada kepentingan dan kegunaannya. Oleh sebab itu dalam
masyarakat seperti itu diperlukan lembaga-lembaga resmi yang
mengatur para warganya, seperti adanya lembaga-lembaga adat
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yang memuat norma-norma, dan perlu dilengkapi lembaga-lembaga
yang lebih resmi dan lebih nyata yaitu undang-undang, aturan ter-
tulis dengan perangkat penegaknya.

Dalam lingkup masyarakat pedesaan sekarang pun nampaknya
menunjukkan adanya gejala-gejala pengendalian sosial yang di-
dasarkan pada sikap otomatis sudah agak mulai menipis. Dengan
kata lain, lembaga-lembaga resmi sangat diperlukan untuk me-
nunjukkan norma-norma yang harus dianut oleh setiap warga
masyarakat.

2.2. Gambaran Umum Daerah Penelitian.
2.2.1. Lokasi dan Keadaan Alam.

Desa Banjaroyo merupakan salah satu desa di Kecamatan Kali-
bawang, Kabupaten Kulon Progo. Desa yang merupakan ibukota
kecamatan ini jaraknya 37 km dari ibukota kabupaten. Sedangkan
dari ibukota propinsi 38 km,

Desa Banjaroyo sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten
Magelang, sebelah Timur Propinsi Jawa Tengah, sebelah Selatan
Desa Banjarharjo dan Banjarsari, dan sebelah Barat Kecamatan
Samigaluh. Desa yang luasnya 548,7740 hektar terdiri atas 19
pedusunan. Ditinjau dari segi pemilikannya, maka rinciannya ada-
lah sebagai berikut: tanah milik desa 347,8614 ha (21,95%), tanah
milik pemerintah 12,3325 ha (0,78%), dan tanah milik perorangan
1.224,5821 ha (77,27%). Sedangkan penggunaan tanahnya berupa
pekarangan 38,78%, persawahan 7,03%, ladang/tegal 46,6%, kolam
1,4%, dan lain-lain (kuburan, jalan, lapangan) 6.0%.

Data tersebut menunjukkan bahwa hampir separo tanah di
Desa Banaroyo untuk tanah tegalan/ladang. Hal ini disebabkan
daerahnya merupakan perbukitan dan pegunungan, yaitu berada
di lereng Pegunungan Menoreh dengan ketinggian 100 — 1000 m
di atas permukaan air laut.

Jenis tanah Desa Banjaroyo termasuk tanah liat (lateritic),
padas dan batu-batuan yang berwarna kemerah-merahan. Bentuk
permukaan tanahnya sebagian besar (85%) merupakan perbukitan
dan pegunungan, sedang lainnya merupakan dataran. Dengan
kondisi tanah seperti itu, maka daerah Banjaroyo cocok untuk
tanaman keras. Jenis tanaman sawah adalah padi, jagung, dan ka-
cang tanah. Untuk tanah tegalan, yang telah dikembangkan ada-
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lah jenis tanaman keras seperti cengkeh, kopi, kelapa, jeruk, duri-
an, rambutan, dan mangga.

Di Desa Banjaroyo terdapat Sungai Salak dan Sungai Diro
dengan muara di Sungai Progo, yang aliran sungainya cukup besar
dan deras sehingga dapat mengakibatkan adanya erosi. Kedua
sungai ini dapat dimanfaatkan untuk tanah persawahan (pengair-
an). Sungai Salak mengalir dari Dusun Duren Sawit melalui Dusun
Dlinseng, Kempong, dan Beji terus bermuara di Sungai Progo.
Dusun yang dilalui aliran sungai inilah yang memanfaatkan untuk
persawahan. Sedangkan Sungai Diro mengalir dari Dusun Sema-
gung, Promasan, Semawung, Puguh, Slanden. dan bermuara di
Sungai Progo. Adapun yang memanfaatkan air sungai tersebut
untuk persawahan adalah Dusun Promasan, Semawung dan Slan-
den.

Air untuk kebutuhan sehari-hari terutama untuk minum di-
ambilkan dari sumur (daerah dataran). Sedangkan, daerah per-
bukitan dan pegunungan memanfaatkan mata air. Dalam hal ini
ada yang langsung mengambilnya pada bak penampungan, tetapi
ada yang mengalirkannya melalui selang sampai ke rumah masing-
masing, walaupun sumber mata air sampai ke rumah penduduk
jaraknya ada yang mencapai lebih satu kilometer. Agar pembagian
air teratur, masyarakat membentuk kelompok yang kemudian di-
sebut Organisasi Pengelola Air (OPA).

Salah satu mata air yang telah dimanfaatkan untuk penyedia-
an air bersih adalah mata air Grembul. Mata air ini tidak hanya
untuk memenuhi penduduk desa Banjaroyo saja, tetapi daerah
Kecamatan Kalibawang. Air ditampung dalam bak 2 buah, kemu-
dian didistribusikan dengan cara grafitasi ke konsumen. Pema-
sangan tahap pertama 150 sambungan rumah (SR) sudah diopera-
sikan sejak Juli 1989. Rencana selanjutnya adalah 250 SR (Ke-
daulatan Rakyat, 1989 : 28/8).

Penyediaan air bersih, terutama untuk air minum, dilaksana-
kan oleh Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih (PPSAB) dan
Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta serta oleh LKMD/swadaya masyarakat. Provek yang
dilaksanakan PPSAB meliputi pembuatan bak 1 buah, pembuatan
2 buah hydran umum dan pemasangan pipa sepanjang 2.000 me-
ter. LSM meliputi pembuatan bak air | buah, bak penampung 5
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buah dan pemasangan pipa diameter 20 mm sepanjang 150'meter.
Sedangkan LKMD/swadaya masyarakat berupa pembuatan hydran
umum sebanyak 20 buah (Kedaulatan Rakyat, 1989 : 31/7).

Dengan adanya penyediaan air bersih dari mata air Grembul
yang terdapat di Desa Banjaroyo, masyarakat di daerah musim
kemarau cukup sulit mendapatkan air, sehingga harus mencari air
ke tempat yang jaraknya cukup jauh atau harus menggali sumur
sedalam 15—20 m.

Untuk menunjang berlangsungnya kehidupan masyarakat,
baik di pedesaan maupun perkotaan, sarana transportasi dan ko-
munikasi sangat diperlukan. Transportasi akan lancar bila prasa-
rana perhubungan cukup memadai. Prasarana yang berupa jalan
di daerah ini sebagian besar sudah diperkeras dan diaspal, terutama
jalan-jalan utama yang menghubungkan antar pedusunan. Sebagian
lagi masih berupa jalan tanah dan jalan setapak, terutama di pe-
dusunan yang daerahnya tinggi (pegunungan). Panjang jalan yang
sudah diaspal, berdasarkan catatan pada monografi desa adalah
25 km, jalan batu 17 km, dan jalan tanah 24 km.

Daerah penelitian Desa Banjaroyo mudah dicapai karena di-
lalui oleh jalan raya yang menghubungkan kota Yogyakarta,
Wates dan Magelang. Hubungan antar dusun juga tidak banyak
mengalami hambatan karena ada jasa angkutan umum (colt) yang
menghubungkannya. Keadaan prasarana dan sarana transportasi
yang cukup memadai ini sangat mendukung tingkat mobilitas
penduduknya.

2.2.2. Penduduk.

Menurut data monografi 1989, penduduk Desa Banjaroyo ber-
jumlah 8.322 jiwa, terdiri atas laki-laki 4.024 jiwa dan wanita
4298 jiwa. Adapun jumlah kepala keluarga (KK) ada 1.662 KK,
dengan ratarata setiap keluarga memiliki 5 an%gota. Desa Banja-
royo yang luasnya 1.584,770 ha (15,84774 km®) mempunyai ke-
padatan penduduk 525 jiwa/kmz.

Di Desa Banjaroyo, penduduk yang tingkat pendidikannya
rendah mencapai 83,15%. Kebanyakan adalah tamat SD (75,51%).
Lainnya adalah mereka yang telah tamat SMTP (7,54%), tamat
SMTA (8,05%) dan perguruan tinggi (0,58%). Selebihnya adalah
mereka yang buta huruf. Rendahnya tingkat pendidikan mereka
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adalah karena dahulu belum tersedia fasilitas pendidikan yang me-
madai. Namun sekarang, dengan tersedianya fasilitas pendidikan,
kemungkinan penduduk untuk mencapai pendidikan yang lebih
tinggi. Fasilitas pendidikan yang ada adalah TK 7 buah, SD 9
buah, SMTP 3 buah, dan SMTA 1 buah.

2.2.3. Latar Belakang Sosial Ekonomi.

Menurut data monografi desa 1989, mata pencaharian pen-
duduk lebih dari separo (59%) sebagai petani; pengrajin 16%, dan
petani penggarap 12%. Selebihnya adalah sebagai pegawai negeri/
ABRI/Pensiunan, buruh tani, pedagang, tukang buruh industri.
Sistem pertanian yang mereka lakukan adalah perladangan/tegalan.
Sedangkan, tanaman yang diproduksi adalah palawija, seperti:
jagung, kacangkacangan, dan sayuran. Pemasarannya umumnya
hanya di pasar-pasar terdekat, seperti: Pasar Desa Banjaroyo sen-
diri dan pasar-pasar desa lainnya yang berdekatan (Pasar Bendo,
Jagalan dan Klangon.

Sementara bagi mereka yang bekerja sebagai pengrajin (anyam-
an bambu). karena tempatnya relatif tidak jauh dari lokasi pari-
wisata (Candi Borobudur), maka umumnya mereka memasarkan-
nya ke sana.

2.2.4. Latar Belakang Sosial Budaya.

Penduduk Desa Banjaroyo sebagian besar (68%) menganut
agama Islam; selebihnya adalah mereka yang beragama Katolik

(31%) dan Kristen kurang dari 1%. Khusus di daerah penelitian
(Duren Sawit, Plengan, Dlinseng) terutama Duren Sawit mayoritas
beragama Katolik, sedangkan Plengan dan Dlinseng beragama
Islam dan Katolik. Meskipun terdapat berbagai pemeluk agama,
satu dengan yang lainnya saling menghormati, menghargai, patuh
melaksanakan kewajiban agamanya. Suasana demikian itu terwu-
jud dalam bentuk gotong royong, dalam pembangunan tempat
ibadah (masjid, gereja) yang dilakukan bersama-sama secara ber-
gantian. Dalam suatu kegiatan atau perkumpulan-perkumpulan
anggotanya dari semua pemeluk agama.

Tradisi-tradisi yang ada tampaknya sudah mulai mengalami
perubahan. Sebagai contoh tempat-tempat tertentu yang dianggap
keramat sudah tidak ada. Dahulu di daerah penelitian memang ada
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beberapa tempat yang dikeramatkan misalnya pohon-pohon besar,
watu gong, watu kelir, dan sebagainya. Setiap malam Selasa Kli-
won menurut cerita watu gong berbunyi; orang sering mengadakan
slamatan atau sesaji di tempat tersebut. Setiap ada orang yang
mempunyai hajad atau wayangan dulu membuat sesaji, tetapi
hal tersebut sekarang sudah tidak dilakukan lagi karena berten-
tangan dengan ajaran agama yang mereka dalami.

Untuk membina masyarakat dan meningkatkan pengetahuan
serta ketrampilan mereka mengadakan kursus-kursus ketrampilan
seperti kursus pertanian tanaman keras, kursus remaja masjid, kur-
sus remaja Katolik , dan kursus kepemimpinan. Dalam rangka wajib
belajar telah terbentuk 18 kelompok belajar (Kejar Paket A). Di
samping itu, ada kelompok yang telah mulai mengelola perpusta-
kaan sederhana yaitu Karang Taruna dan PKK.

Di Desa Banjaroyo banyak terdapat kesenian daerah yang me-
rupakan kesenian tradisional, seperti: kuda lumpung/jatilan, sla-
watan, samroh, kethoprak, angguk, dan gatholoco. Kesenian yang
lain adalah band dan tari-tarian. Dalam rangka pemeliharaan dan
pelestarian kesenian ini, kelompok-kelompok kesenian maupun
pemuda mengadakan latihan dan pentas. Kelompok kesenian yang
paling banyak adalah slawatan sebanyak 14 kelompok. Siawatan
ini pada umumnya dilakukan oleh umat Islam, tetapi di beberapa
dusun dilakukan oleh umat Katolik.

Masyarakat Desa Banjaroyo (khususnya Duren Sawit, Plengan,
Dlinseng) sangat menjunjung tinggi tradisi gotong royong, sehingga
kegiatan gotong royong berjalan dengan baik. Kegiatan gotong
royong ini ada yang dilakukan secara spontan (kematian, atau
musibah lainnya); dan kegiatan gotong royong yang dilakukan
lewat kelompok seperti membuat rumah dan mengolah pertanian
(mencangkul). Kegiatan gotong royong yang dilakukan melalui
kelompok ini ada aturan-aturannya (lihat Bab IV). Kegiatan go-
tong royong pada keluarga yang mempunyai hajad pun diatur me-
lalui kelompok.

Dalam pelaksanaannya kegiatan gotong royong seperti telah
disebutkan diatur melalui kelompok-kelompok yang masing-
masing ada ketuanya, dan diorganisir oleh Kepala Dusun. Kelom-
pok-kelompok yang ada antara lain kelompok: Tani, Dasa Wisma,
pengajian, wanita Katolik, dan pemuda. Melalui kelompok-kelom-
pok tersebut pelaksanaan gotong royong akan mudah pengawasan-
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nya, sehingga apabila ada anggotanya yang sengaja tidak ikut go-
tong royong akan kelihatan. Dengan demikian kelompokkelom-
pok tersebut sangat berperanan dalam pelaksanaan kegiatan go-
tong royong. Hasil dari kegiatan gotong royong Desa Banjaroyo,
khususnya Dusun Duren Sawit, mendapat penghargaan sebagai
juara pertama tingkat Propinsi DIY dalam pemeliharaan lingkung-
an hidup.

2.2.5. Lembaga Sosial Desa.

Lembaga atau organisasi yang merupakan wadah dari suatu ke-
giatan, dapat dijadikan sebagai saluran komunikasi antara peme-
rintah dan masyarakat, serta warga masyarakat itu sendiri. Orga-
nisasi memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan
suatu program atau kegiatan. Melalui lembaga atau organisasi da-
pat diperoleh bantuan baik berupa uang, pikiran, tenaga, maupun
materil. Kesemuanya itu akan berpengaruh terhadap kelancaran
pelaksanaan program pembangunan.

Berdasarkan monografi Desa Banjaroyo 1989, ada beberapa
lembaga sosial di daerah tersebut, yaitu: Lembaga Ketahanan Desa
(LKMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Jumlah
Kader Pembangunan Desa (KPD), Lembaga Gotong Royong (19
kelompok), Lembaga Kesehatan, Lembaga Perkreditan (KUD,
Koperasi, Lumbung Desa), Lembaga Keagamaan, Lembaga Pen-
didikan, Lembaga Kesenian dan Olah Raga, Lembaga Keamanan,
Kelompencapir, Kelompok Tani Wanita (KTW), Tani Taruna, dan
Organisasi Pengelola Air (OPA).



BAB III
LEMBAGA SOSIAL DESA DAN PENGENDALIAN SOSIAL

Pengendalian sosial sudah ada dalam kehidupan masyarakat
sejak awal kehidupan manusia. Pada bentuk yang paling sederhana,
pengendalian sosial merupakan sarana untuk mengorganisasikan
perilaku sosial dan budaya. Wujud pengendalian sosial yang pa-
ling jelas dapat ditemukan pada lembaga-lembaga sosial. Menurut
Hamilton (Soekanto, 1983 : 195), suatu lembaga sosial pada ha-
kekatnya mencakup himpunan norma-norma dari segala tingkatan
yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia.

Pada umumnya lembaga memang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan tertentu di dalam masyarakat. Gillin dan Gillin mem-
bedakan antara lembaga yang disebut cressive dan enacted. Lem-
baga cressive merupakan lembaga yang secara tak disengaja tum-
buh dari adat istiadat masyarakat, misalnya perkawinan, agama,
hak milik dan sebagainya; sedangkan lembaga enacted adalah lem-
baga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu,
misalnya kebutuhan ekonomi.

Hampir setiap masyarakat selalu mempunyai lembaga-lembaga
sosial yang fungsinya sebagai stabilisator masyarakat. Lembaga.,
mula-mula tumbuh dari kebiasaan dan kemudian berkembang
menjadi tata kelakuan dengan berbagai aturan dan perbuatan.
Menurut Hamilton, lembaga dalam fungsinya sebagai tata cara ke-
hidupan kelompok, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan
jatuhnya pelbagai derajat sanksi (Soekanto, 1983 : 196).

30



Agar diterima dalam kelompoknya, pada umumnya seseorang
menyesuaikan perilakunya dengan ukuran baku. Dengan begitu
mereka menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Konformitas
terhadap norma-norma yang melembaga tersebut merupakan ge-
jala yang normal. Tindakan tersebut amatlah penting bagi sese-
orang untuk mendapatkan pengakuan sosial. Menurut Niels Mulder
(1983 : 43), pengakuan sosial merupakan sanksi efektif untuk
menghukum orang-orang yang menyimpang.

Untuk melakukan konformitas, lembaga-lembaga sosial me-
ngembangkan sistem pengendalian sosial. Wujud pengendalian
sosial antara lain dapat formal maupun informal. Wujud formal
terdiri dari berbagai bentuk aturan tata tertib, undang-undang ter-
tulis. hukum; dan dipelihara melalui lembaga-lembaga resmi seperti
pengadilan, kepolisian, dan sebagainya. Sedangkan wujud informal
hidup dalam alam pikiran, diakui, dipatuhi oleh sebagian besar
masyarakat. Pengendalian sosial dapat berupa ancaman, perintah,
atau berupa anjuran, ganjaran, bujukan, hukuman. Pengendalian
sosial dapat juga berupa cerita-cerita keagamaan, dongeng, dan
sebagainya.

Pengendalian sosial dalam arti luas mencakup segala proses.
baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik,
mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi
kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku (Soekanto, 1983 :
200): atau dengan kata lain pengendalian sosial terjadi apabila
suatu kelompok menentukan perilaku kelompok lain, atau apabila
suatu kelompok mengendalikan perilaku anggota-anggotanya.

3.1. Lembagadembaga Sosial Desa.

Istilah lembaga sosial sebenarnya berasal dari istilah asing
social institution. lIstilah ini identik dengan apa yang disebut
pranata sosial. Menurut Koentjaraningrat (1978 : 35), pranata ada-
lah kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya; atau
suatu sistem tata kelakuan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas
untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan dalam kehidupan

masyarakat. koentjaraningrat menggolongkan pranata-pranata
kebudayaan tersebut dengan menggunakan delapan kebutuhan
manusia sebagai prinsip penggolongan. antara lain: pranata kekra-
batan. pranata ekonomi. pranata pendidikan, pranata agama, dan
lainnya. Soerjono Soekanto menyebut social institution dengan
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istilah lembaga kemasyarakatan, Karena pengertian lembaga lebih
menunjukkan suatu bentuk dan sekaligus mengandung pengertian-
pengertian yang abstrak adanya norma-norma dan peraturan-per-
aturan tertentu. Norma-norma tersebut dalam perkembangan se-
lanjutnya merupakan kelompok-kelompok berbagai keperluan
pokok hidup manusia. Seperti misalnya kebutuhan mata penca-
harian hidup menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan per-
tanian, peternakan, dan lainnya.

Lembaga-lembaga sosial seperti lembaga perekonomian, lem-
baga gotong royong, lembaga keagamaan dan sebagainya, pada
umumnya melakukan pengendalian sosial berdasarkan norma-
norma yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Khususnya
di daerah penelitian lembaga-lembaga sosial tersebut sangat ber-
peran bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan, ketertiban dan
keamanan, pelestarian sumber daya alam, dan pemeliharaan ling-
kungan hidup (akan dibicarakan khusus pada Bab IV).

Lembaga sosial yang menonjol di daerah penelitian adalah
gotong royong, keagamaan, dan hak milik. Kegiatan gotong ro-
yong mendominasi setiap aspek kehidupan masyarakat di daerah
penelitian, sehingga tidak hadirnya salah satu warga dalam ke-
lompok gotong royong akan mendapat reaksi dari kelompok. Hal
tersebut (sanksi dari warga maupun kelompok) serta keuntungan-
keuntungan ekonomis lainnya secara tidak langsung mendorong
warga desa untuk mengikuti kegiatan gotong royong. Dalam lem-
baga agama, di sini norma-norma agama menjadi pengendali
perilaku masyarakat, yaitu norma-norma agama Katolik maupun
Islam. Hal tersebut terwujud adanya ketertiban, kerukunan ma-
syarakat. Selanjutnya aturan bumen mengatur perilaku penduduk
untuk saling menghormati hak milik orang lain.

Seperti kita ketahui untuk menghidupkan dan menggerakkan
pranata-pranata sosial yang sudah ada, pemerintah berusaha me-
wujudkannya dengan melalui organisasi-organisasi kemasyarakat-
an. Organisasi kemasyarakatan tersebut sepenuhnya milik masya-
rakat karena tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan
demikian, organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai katalisator
terwujudnya aspirasi masyarakat baik yang sifatnya sudah me-
lembaga dalam hidup sehari-hari maupun yang tumbuh karena ada-
nya kepentingan-kepentingan tertentu.
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Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada sekarang ini
seperti LKMD, PKK, Kelompok Tani dan sebagainya, adalah orga-
nisasi bentukan pemerintah untuk menghidupkan kembali pranata
sosial desa yang berakar dari adat kebiasaan. Seperti misalnya
pranata gotong royong dapat lebih dihidupkan fungsinya dalam
kegiatan-kegiatan tertentu untuk Kepentingan masyarakat ber-
sangkutan.

Sesuai dengan fungsinya, praktis pengelolaan potensi yang di-
miliki desa direalisasikan melalui organisasi-organisasi kemasya-
rakatan tersebut. Untuk mengawasi berlakunya tatanan yang telah
disepakati, dan mengendalikan program-program yang telah di-
buat, organisasi kemasyarakatan tersebut mengembangkan sistem
pengendalian sosial. Di dalam kelompok (organisasi kemasyara-
katan), antara anggota melakukan pengawasan secara langsung.
Dengan demikian pelanggaran terhadap tatanan kelompok akan
mendapatkan reaksi dan sanksi dari organisasi (kelompok) maupun
dari warga. Adanya aturan-aturan yang ada pada setiap organisasi
kemasyarakatan, menunjukkan bahwa di dalam masyarakat ter-
dapat keseragaman mengenai sikap dan tindakan. serta batas-
batas penyimpangan kelakuan.

Telah disebutkan di muka. bahwa dari sudut perkembangan
lembaga, Gillin dan Gillin membedakan lembaga yang tumbuh
dari adat istiadat dan lembaga yang tumbuh karena kebutuhan
tertentu, Seperti kita ketahui tujuan dan kebutuhan masyarakat
bersifat kompleks. Di antara tujuan dan pemenuhan kebutuhan
itu, terkait juga dengan program-program pemerintah. Untuk
mencapai tujuan-tujuan tersebut, harus tercipta perpaduan antara
program dan partisipasi masyarakat dalam semua kegiatan. Untuk
itu wadahnya adalah LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa). Tujuan dan kebutuhan itu antara lain dalam hubungannya
dengan masalah pemeliharaan lingkungan hidup, sumber daya
alam, persatuan dan kesatuan, keamanan dan ketertiban sosial.
Lembaga sosial yang cukup menonjol dalam pemeliharaan ling-
kungan hidup dan seterusnya yang telah disebutkan tadi yaitu
lembaga agama, pertanian, hak milik, perkawinan, dan pengairan.

Oleh karena usaha-usaha pemeliharaan lingkungan hidup itu
direalisasikan lewat suatu wadah yaitu LKMD. maka perlu di-
ketahui apa dan bagaimana LKMD itu. Seperti kita ketahui bahwa
di semua desa di Indonesia terdapat organisasi sosial seperti Lem-
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baga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pembinaan Kesejah-
teraan Keluarga (PKK), Kelompok Tani. Organisasi masyarakat
desa tersebut dibentuk oleh pemerintah untuk masyarakat desa.
Fungsi dari lembaga-lembaga itu adalah sebagai katalisator dan sta-
bilisator masyarakat.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah lembaga sosial
yang terdapat baik di desa maupun Kelurahan. Lembaga ini me-
rupakan wadah bagi partisipasi masyarakat dalam berbagai ke-
giatan pemerintah, serta gotong royong. Lembaga ini sebenarnya
adalah penyempurnaan dari lembaga yang sudah ada sebelumnya
yaitu Lembaga Sosial Desa (LSD).

Lembaga Sosial Desa (LSD), dibentuk berdasarkan Keppres
No. 81/71, merupakan program pemerintah untuk menghidupkan
kembali pranata sosial desa yang berakar dari adat kebiasaan.
Diharapkan dengan adanya lembaga tersebut dapat menghidupkan
aspek-aspek kegotongroyongan yang sudah melembaga dalam
kehidupan masyarakat desa. Untuk meningkatkan fungsi LSD,
berdasarkan Keppres No. 28/1980 diubah menjadi LKMD.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. merupakan lembaga
yang bersifat lokal, artinya tidak ada pusat maupun rantingnya.
Jadi LKMD berdiri sendiri. Di setiap desa hanya terdapat satu
LKMD. Untuk mempermudah pelaksanaan maupun pengawasan
LKMD, di setiap dusun dibentuk unit-unit pembantu yang lang-
sung bertanggung jawab kepada LKMD, yaitu Kelompok Kerja
LKMD (KK—-LKMD). Pengurus LKMD terdiri dari pemuka-pemu-
ka masyarakat dan pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang
ada di desa atau kelurahan setempat, antara lain pemuka adat,
agama, pendidik, pemuda, wanita dan lainnya. Sedangkan sistem
keanggotaannya menganut stelsel pasif, dalam arti semua pen-
duduk desa dengan sendirinya menjadi anggota LKMD, wajib
membantu dan menyalurkan partisipasinya melalui LKMD.

Untuk menjalankan programnya, LKMD mempunyai seksi-
seksi: keamanan, pendidikan, penerangan, pembinaan kepen-
dudukan dan Keluarga Berencana, olah raga dan kesenian, kesejah-
teraan sosial. Masing-masing ketua seksi mempunyai tugas untuk
memimpin dan mengendalikan seksinya masing-masing.

Untuk mempermudah pelaksanaan dan pengawasan program-
program LKMD, pada unit-unit kelompok kerja (KK—LKMD)
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dibentuk kelompok-kelompok kecil yang jumlahnya disesuaikan
dengan jumlah anggota. Selanjutnya dalam Kkegiatannya ada
kelompok kegiatan pertanian, kelompok kegiatan pemuda, ke-
lompok kegiatan kebersihan dan lain sebagainya, disesuaikan
dengan kepentingan lingkungan setempat. Masing-masing kelom-
pok tersebut ada ketuanya yang bertanggung jawab langsung ke-
pada ketua seksinya.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa menempatkan gerakan
kesejahteraan keluarga (PKK) sebagai salah satu program utama-
nya. Organisasi PKK terdapat pada tiap tingkatan wilayah peme-
rintahan. Jadi PKK terdapat pada setiap propinsi, kabupaten/
kotamadya, dan kecamatan. Pada tingkat desa/kelurahan PKK
merupakan salah satu seksi dari LKMD. Oleh karenanya kegiatan
PKK pada tingkat desa/kelurahan diselenggarakan oleh seksi
PKK—~LKMD desa/kelurahan.

Untuk keseragaman pelaksanaan kegiatan PKK di seluruh In-
donesia. maka ditetapkan sepuluh program pokok PKK, yaitu
penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, sandang,
pangan. perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan
dan ketrampilan, kesehatan, mengembangkan kehidupan berkope-
rasi. pelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Untuk
mempermudah pembinaan, setiap sepuluh keluarga ditunjuk se-
orang penanggung jawab, yang selanjutnya disebut dengan dasa-
wisma. Akan tetapi, dalam prakteknya lebih dari sepuluh somah.
karena disesuaikan dengan keadaan lingkungan desa yang ber-
sangkutan.

Ketua umum LKMD dijabat oleh kepala desa, dan ketua seksi
PKK oleh isteri kepala desa. Ketua KK—-LKMD oleh kepala dusun,
dan isteri kepala dusun ketua seksi PKK. Seksi-seksi LKMD mau-
pun PKK diketuai oleh pemuka-pemuka lembaga masyarakat, aga-
ma, pemuda dan tokoh-tokoh lainnya. Dengan demikian, ada ko-
ordinasi antara lembaga-lembaga sosial yang tumbuh dari masya-
rakat dan lembaga-lembaga sosial semi pemerintah.

Dalam kegiatannya baik LKMD maupun seksi PKK, mem-
fungsikan dan menggerakkan kembali semangat gotong royong
yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat ke dalam
program-programnya. Kemudian lembaga-lembaga masyarakat
lainnya seperti arisan, menjadi salah satu kegiatannya untuk meng-
umpulkan anggota-anggotanya.
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3.2. Peranan Lembaga Sosial dalam Pengendalian Sosial.

Seperti telah disebutkan di muka, bahwa ada koordinasi antara
lembaga-lembaga sosial yang tumbuh dari masyarakat dan lem-
baga-lembaga semi pemerintah. Terutama dalam hubungannya
dengan pemeliharaan lingkungan hidup, LKMD sekaligus menjadi
wadah lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat ber-
sangkutan. Lembaga-lembaga sosial tersebut nampak efektif di
lingkungan komunitas kecil (tingkat dusun) yang memungkinkan
terjadinya pengendalian sosial.

Kelompok Kepa (KK—LKMD) di setiap dusun mempunyai
kelompok-kelompok Kkegiatan yang masing-masing jumlahnya
tidak sama. Di Dusun Duren Sawit misalnya ada 7 kelompok ke-
giatan, sedangkan di Dusun Plengan maupun Dlinseng ada 4 he-
lompok kegiatan. Kelompok-kelompok kegiatan tersebut merupa-
kan satu wadah kelompok kegiatan, baik dalam kegiatan kelom-
pok tani maupun Dasa Wisma. Artinya, anggota-anggota kelompok
kegiatan pada kelompok tani adalah juga anggota pada kelompok
kegiatan Desa Wisma. Jadi, dapat dikatakan orang-orangnya sama,
tetapi lembaganya yang lain.

Jumlah keanggotaan masing-masing kelompok kerja tidak
sama. Biasanya dikelompokkan berdasarkan daerah tempat tinggal.
Hal tersebut untuk mempermudah mengumpulkan dan meng-
gerakkan setiap ada kegiatan. Setiap kelompok kerja jumlahnya
antara 10 — 15 orang. Masing-masing kelompok ada ketuanya yang
langsung bertanggung jawab kepada ketua seksi yang bersangkutan
(seksi agama, lingkungan, dan sebagainya).

Sebelum kelompok tani dibentuk, sebenarnya dahulu sudah
ada semacam paguyuban macul atau rombongan macul. Rombong-
an macul ini merupakan kegiatan yang sejak dulu dilakukan oleh
para petani. Dalam rombongan macul, antar anggota saling bantu-
membantu mengerjakan tanah pertaniannya. Jadi kelompok tani
sekarang ini. sebenarnya bukan merupakan hal yang baru bagi
masyarakat desa, karena hal-hal yang dilakukan itu sudah merupa-
kan kebiasaan sehari-hari masyarakat pedesaan. Satu hal keuntung-
an yang diperoleh dengan adanya kelompok tani adalah informasi-
informasi tentang teknik-teknik baru dalam pertanian.

Semangat gotong royong yang selalu digunakan pada setiap
kegiatan merupakan kebiasaan yang sudah melembaga dalam ke-
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hidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Gotong royong ini tidak
hanya dalam hal menyumbangkan tenaga saja tetapi juga dana.
Ternyata gotong royong mampu menjadi alat pengendali bagi
masyarakat bersangkutan dalam setiap kegiatan, karena dengan
gotong royong dapat merealisasikan Kkepentingan-kepentingan
yang bersifat pribadi maupun kepentingan masyarakat umum. Hal-
hal tersebut antara lain yang menjadi pendorong warga kelompok
untuk mematuhi aturan-aturan kelompok (khususnya di ketiga
dusun di daerah penelitian).

Lembaga masyarakat lainnya adalah arisan. Arisan merupakan
bentuk paguyuban yang menjadi acara pokok dalam setiap kegiat-
an pertemuan rutin antar anggota. Arisan juga merupakan alat
pengendali yang dapat mengatur, mengumpulkan anggota sedemi-
kian rupa. sehingga tujuan dan program organisasi dapat diinfor-
masikan.

Dalam praktek kegiatannya LKMD maupun PKK selalu me-
libatkan lembaga-lembaga lain seperti lembaga agama, ekonomi,
dan sebagainya. Oleh karenanya ketua-ketua seksi LKMD juga me-
rupakan tokoh di bidangnya masing-masing.

Kelompok-kelompok kegiatan yang merupakan bagian dari
seksi LKMD maupun PKK. masing-masing mempunyai kesamaan
sistem pengawasan terhadap anggotanya. Keanggotaan masing-
masing kelompok mempunyai jumlah dan orang-orang yang sama,
artinva anggota kelompok tani wanita juga sebagai anggota Dasa
Wisma, begitu juga kelompok-xelompok lainnya. Hal ini memper-
mudah untuk melakukan pengawasan dan di lain pihak pengendali-
an sosial dapat dilakukan secara efektif.

Beberapa kelompok kegiatan menerapkan sanksi vang tegas
terhadap anggotanya yang menyimpang, sebaliknya kelompok
lainnya menerapkan sanksi terhadap penyimpangan yang dilaku-
kan anggotanya dengan agak lunak. Pengawasan dilakukan dengan
jalan memanggil melalui daftar hadir (presensi) setiap ada kegiatan
kelompok, baik rapat, arisan, maupun kegiatan gotong royong.
Jadi. hadir tidaknya anggota dalam setiap kegiatan mendapat
pengawasan baik dari lembaga/organisasi maupun dari sesama ang-
gota. Oleh karenanya seseorang yang tidak memenuhi ketentuan
yang telah disepakati bersama akan mendapat sanksi berupa denda
uang atau tenaga, dan perlakuan-perlakuan yang tidak mengenak-
kan dari sesama anggota.



Sanksi tersebut dapat memacu atau memaksa para anggota
agar memenuhi kewajibannya. Tekanan-tekanan secara langsung
melalui sanksi yang dipolakan kepada anggota tersebut merupakan
daya pemaksa pribadi untuk patuh kepada kelompok. Hampir
semua kegiatan di Desa Banjaroyo mempunyai pola sanksi yang
kurang lebih sama. Sanksi dari organisasi bersangkutan berupa
denda (masing-masing kelompok besarnya denda tidak sama),
atau mengganti sumbangan tenaga, istilah lokalnya "nyaur utang”’,
dan teguran langsung supaya anggota yang melanggar aturan itu
malu atau risi. Di samping menerima sanksi dari organisasi, pe-
langgar juga menerima reaksi dari sesama anggota (apabila sering
tidak datang). Sanksi yang terakhir ini biasanya berupa sindiran,
muka masam, diacuhkan, didiamkan, atau dibalas dengan tindakan
yang sama, artinya bila misalnya A tidak datang bergotong royong
di tempat B, akan dibalas sama bila B memerlukan bantuan.

Mekanisme pengendalian sosial di daerah penelitian dengan
demikian secara resmi dipolakan melalui lembaga-lembaga ke-
masyarakatan (LKMD dan PKKO, dan secara tak resmi melalui
lembaga-lembaga lainnya. Pengendalian sosial melalui dua jalur
tersebut berusaha untuk mengembangkan norma-norma yang ada,
terutama dalam hubungannya dengan usaha untuk memelihara
lingkungan hidup, baik sumber daya alam maupun sumber daya
manusianya.. .. ..................

Di Desa Banjaroyo, kesangkilan pengendalian sosial bisa di-
lihat dari beberapa dusun, yang ternyata efektivitas pengawasan
terhadap kepatuhan anggota masing-masing dusun tidak sama. Di
antara beberapa dusun yang ada di Banjaroyo, Dusun Duren Sawit
sangatlah menonjol. Beberapa faktor yang mendukung antara lain
sanksi-sanksi yang dilaksanakan secara tegas (denda bagi yang me-
lakukan pelanggaran), dan sanksi dari anggota lainnya; di samping
itu norma-norma agama Yyaitu Katolik sangat berperanan dalam
mengendalikan perilaku warga masyarakat di daerah tersebut. Oleh
hal-hal tersebut nampaknya mampu mengendalikan perilaku ma-
syarakat di desa tersebut dalam hubungannya dengan usaha pe-
meliharaan lingkungan hidup, pemeliharaan sumber daya alam.
ketertiban dan keamanan, persatuan dan kesatuan.

Duren Sawit yang menurut data monografi hampir 99% pen-
duduknya beragama Katolik, pengendalian sosial masyarakat di
daerah tersebut paling sangkil dibandingkan dengan dusun-dusun
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lainnya seperti Dusun Plengan maupun Dlinseng. Meskipun letak
dusun ini agak terpencil, tetapi di dusun ini wujud mekanisme
pengendalian sosial bisa dilihat dari kegiatan mereka baik yang di-
sengaja maupun tidak disengaja dalam hubungannya dengan peme-
liharaan lingkungan hidup.

Organisasi-organisasi seperti LKMD, PKK. kelompok tani,
kelompok pemuda dan lembaga-lembaga sosial yang ada mampu
menciptakan perilaku anggotanya sedemikian rupa, yang mengarah
kepada terwujudnya program-program lembaga tersebut. Hal ini,
karena dalam kegiatannya selalu memanfaatkan budaya gotong
royong vang sudah melembaga dalam kehidupan sehari-hari warga
masyarakat dusun tersebut.

Semangat gotong royong yang sudah mengakar dalam hidup
masyarakat pedesaan (khususnya Duren Sawit) mampu mengen-
dalikan masyarakat di desa tersebut untuk saling bahu membahu,
tolong menolong dalam melakukan kegiatan apa saja baik dalam
bentuk tenaga maupun dana. Semangat gotong royong yang tinggi
itu dipupuk dan dipertahankan lewat kegiatan-kegiatan agama.
pertanian, perkawinan dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut
kadang-kadang kait mengkait dan saling isi mengisi. Sebagai con-
toh lembaga agama membutuhkan dana untuk memperbaiki kapel
atau langgar, dengan gotong royong masyarakat hal tersebut dapat
dipenuhi. Caranya adalah kelompok-kelompok kegiatan mengerja-
kan tanah pertanian milik kelompok . kemudian hasilnya untuk kas
kelompok sebagian untuk keperluan kapel ditambah dengan iuran
anggota yang diambil setiap panen.

Meskipun kegiatan gotong royong itu sudah melembaga dalam
kehidupan sehari-hari, tetapi untuk kelancarannya ada pengawas-
an, yaitu dengan memberikan sanksi bagi vang melanggar ketentu-
an yang telah disepakati bersama. Seperti telah disebutkan dari
beberapa dusun di Banjaroyo, Duren Sawit paling konsekuen da-
lam melak sanakan sank si-sanksi tersebut.

Tidak hadirnya anggota dalam kegiatan gotong rovong, se-
benarnya secara langsung sudah mengundang reaksi dari anggota
lainnya, sehingga anggota yang sering tidak datang itu merasa malu
atau risi mendapat perlakuan seperti itu. Akan tetapl. supaya
kesangkilan gotong royong dapat lebih ditingkatkan kepada pro-
gram yang ingin dicapai serta untuk lebih menggiatkan gotong
royong, maka dikembangkan suatu sistem pengendali berupa
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denda oleh kelompok sebagai sanksi terhadap suatu pelanggaran.

Dengan adanya sanksi dari sesaina anggota berupa reaksi kata-
kata pedas, digremengi (dibicarakan), disindir, merupakan pengen-
dali bagi anggota tersebut untuk datang dalam setiap kegiatan
sosial yang diadakan oleh kelompoknya. Sistem denda yang di-
kembangkan kelompok-kelompok kegiatan di desa penelitian ada-
lah untuk memenuhi beberapa tujuan yang ingin dicapai kelompok
antara lain memacu anggota supaya patuh. Dengan demikian, se-
gala sesuatunya akan berjalan dengan lancar termasuk dalam hal
pengisian kas kelompok dan dalam mencukupi dana yang diperlu-
kan.

Reaksi anggota terhadap suatu pelanggaran sebenarnya sudah
cukup sangkil sebagai alat pengendalian sosial. Terbukti kelompok
lain yang tidak mengembangkan sistem denda dengan ketat, tidak
banyak mengalami kasus-kasus pelanggaran, karena reaksi anggota
tersebut sudah merupakan alat pengendali yang cukup sangkil
untuk mengatur perilaku anggota. Namun beberapa kelompok lain
mempertegas aturan itu dengan sistem hukuman resmi berupa
denda.

Dengan adanya sanksi yang diterima anggota, baik secara resmi
maupun tidak resmi, memaksa pribadi/individu untuk menyesuai-
kan diri dengan lingkungan kelompoknya untuk bekerja sama, ber-
partisipasi dan mengetahui aturan. Norma-norma gotong royong
yang sudah mengakar dalam perilaku masyarakat pedesaan (khu-
susnya masyarakat di daerah penelitian) ternyata mampu mem-
pengaruhi perilaku individu dalam kelompok. Tiaak hadirnya in-
dividu tersebut dalam kegiatan bersama kelompok, secara internal
menyebabkan rasa tidak enak.

Hal lain yang cukup menonjol adalah lembaga agama; tampak-
nya menjadi alat pengendali yang sangat ampuh. Dalam setiap ke-
giatan, peranan agama mewarnai terwujudnya pemeliharaan sum-
ber daya manusia maupun sumber daya alam. Kasua-kasus me-
ngenai hal ini ditemukan di ketiga dusun (Dusun Duren Sawit,
Plengan, Dlinseng). Terutama di Duren Sawit peran agama dan
gotong royong sangat menonjol sebagai alat pengendali sosial.
Semua tujuan kelompok dalam hubungannya dengan pemeliharaan
lingkungan-lingkungan hidup dimanifestasikan lewat gotong ro-
yong. Kegiatan tersebut antara lain pemeliharaan kebersihan, per-
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tanian, pengairan, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan masya-
rakat baik pertanian, arisan (KTW atau Dasa Wisma) maupun ke-
perluan lainnya melibatkan peran agama di dalamnya. Di Dusun
Duren Sawit misalnya, bila ada pertemuan kelompok kegiatan
(biasanya di rumah Kadus), setelah pembicaraan selesai disambung
dengan pembicaraan masalah agama.

Di daerah penelitian, biasanya masalah kepentingan desa juga
melibatkan kepentingan agama di dalamnya (terutama di Duren
Sawit). Sanksi berupa denda, dan iuran/pungutan lainnya sebagian
adalah untuk kepentingan desa maupun agama. Di Duren Sawit
homoginitas agama mempermudah menyatukan dan merealisasi-
kan kepentingan-kepentingan bersama. Peranan agama dalam ke-
giatan desa sangatlah positif, membaur dan menyatu dalam kegiat-
an masyarakat lainnya. Hal ini tidak hanya di Duren Sawit saja, te-
tapi juga di Dusun Plengan yang sebagian masyarakatnya beragama
[slam dan sebagian beragama Katolik.

Mekanisme pengendalian sosial dengan sistem denda tidak
hanya dikembangkan oleh organisasi-organisasi masyarakat saja.
tetapi dikembangkan juga dalam lembaga-lembaga sosial lainnya
seperti misalnya lembaga perkawinan, hak milik, dan pertanian.
Dengan demikian, ada keseragaman sistem pengendalian dalam
lembaga-lembaga sosial maupun organisasi masyarakat desa.

3.2.1. Lembaga Perkawinan.

Di dalam masyarakat norma-norma yang berlaku dalam hu-
bungannya dengan lembaga perkawinan antara lain tidak memper-
bolehkan seseorang yang sudah belum terikat dalam suatu per-
kawinan melakukan hubungan yang terlalu jauh dengan lawan
jenisnya (kumpul kebo), demikian juga di daerah penelitian. Di
samping itu, norma agama terutama Katolik, tidak memperboleh-
kan anggotanya yang sudah terikat dalam suatu lembaga perkawin-
an bercerai terhadap pasangannya. Pelanggaran terhadap norma-
norma tersebut akan mendapat reaksi warga setempat yang berupa
sindiran, menjadi bahan pembicaraan/pergunjingan, dan sebagai-
nya. Seperti kasus yang terjadi di daerah penelitian ini yang men-
Jadi pergunjingan masyarakat setempat.

’Seseorang bernama A dan B. masing-masing sudah berumah

tangga. Keduanya melakukan hubungan yang tidak semestinya

(kumpul kebo), yang akhirnya masing-masing ingin cerai’.
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Permasalahan ini di samping menjadi pembicaraan masyarakat
sekitarnya, akhirnya sampai dimusyawarahkan dengan pendekat-
an-pendekatan secara kekeluargaan oleh pamong setempat seperti
tokoh agama, Kadus, Dasawisma. Dengan adanya kasus tersebut,
di daerah tersebut (tidak semua) mengembangkan sistem denda
terhadap pelanggaran-pelanggaran melakukan kumpul kebo, atau
melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan akan didenda
antara Rp. 50.000,00 — Rp. 100.000,00. '

Kadang-kadang sistem pengendalian yang lebih bersifat me-
nekan batin (sindiran, dibicarakan, diejek) tidak cukup sangkil
untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku masyarakat. Di
Dusun Plengan banyak kasus-kasus pelanggaran pergaulan muda-
mudi. Oleh karena kasus tersebut agak sering terjadi, terpaksa
masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di daerah tersebut me-
lakukan pengawasan lebih ketat. Misalnya, keluarga yang mem-

punyai seorang anak gadis dan menerima tamu (seorang pemuda)
harus lapor ke Seksi Pemuda atau tokoh agama setempat. Di
samping itu, masyarakat sekitarnya (tetangga-tetangga dekat)
juga ikut mengawasi, atau melaporkan kalau ada gejala-gejala
yang tidak baik di lingkungannya. Usaha yang dilakukan masya-
rakat setempat adalah untuk mengadakan penertiban, dan ber-
harap hal tersebut mempunyai pengaruh psikologis terhadap indi-
vidu, sehingga mereka (warga) berusaha untuk tidak melanggar apa
yang menjadi aturan warga setempat. Namun, situasi lingkungan
(fisik dan sosial) kadang-kadang tidak mendukung untuk melak-
sanakan norma-norma tadi, sehingga kasus-kasus seperti itu masih
terjadi. Situasi lingkungan fisik di daerah tersebut (Plengan) dekat
dengan daerah perbatasan ke Muntilan. Sarana transportasi ke
Muntilan sangat mudah sehingga frekuensi hubungan antar warga
di kedua daerah tersebut sangat tinggi. Situasi lingkungan fisik
yang demikian itu membawa pengaruh lingkungan sosial warga
setempat. Pergaulan mereka tidak hanya terbatas dengan warga se-
kitarnya saja, tetapi bergaul dengan warga di luar daerahnya.
Kasus-kasus kumpul kebo atau hamil sebelum nikah dilakukan
dengan warga di luar desanya. Dahulu pada waktu ada proyek
pengerasan jalan kasus kumpul kebo atau hamil sebelum nikah
banyak terjadi di daerah tersebut. Menurut keterangan setelah ada-
nya sistem denda tersebut (belum lama diterapkan) belum ada
kasus-kasus pelanggaran susila lagi.



3.2.2. Lembaga Hak Milik.

Tanah pekarangan/tegal milik individu di daerah penelitian di-
persepsikan sebagai bumi, sehingga kemudian ada istilah bumen.
Bumen, menurut pengertian masyarakat setempat mempunyai
arti bumiku dhewe, hasilku dhewe; artinya siapa saja tidak diper-
bolehkan mengganggu/mengambil sesuatu yang ada di pekarangan/
tegalan orang lain. Kalau ketentuan ini dilanggar ada sanksinya.
Sanksi yang diterima antara lain akan dinilai oleh masyarakat
setempat sebagai orang yang tidak jujur, dan akan mendapat muka
masam atau sindiran dari penduduk sekitarnya. Sebaliknya, pe-
langgar bumen juga akan mendapat denda Rp. 1.000,00 -
Rp. 2.000,00. Denda tersebut untuk kas dusun.

Peraturan bumen tersebut timbul karena seringkali ada konflik
antar pemilik tanah/pekarangan mengenai pengambilan hasil yang
ada di pekarangan/tegal baik berupa daun-daunan, ranting-ranting,
maupun rumput yang ada di sekitarnya. Misal A sering mengambil
ranting-ranting kayu atau rumput di pekarangan B. Padahal B juga
memerlukan bahan-bahan itu. sehingga atas tindakan A itu B me-
rasa dirugikan karena apa yang menjadi miliknya diganggu/diku-
rangi. Timbullah hubungan yang tidak baik.

Di daerah pedesaan hak milik atas pekarangan/tegal biasanya
ditandai dengan pagar tanaman. Dalam pergaulan antar tetangga.
terutama di daerah pedesaan, kadang-kadang karena ada keperlu-
an mendesak, atau persediaan kurang lalu mengambil di pekarang-
an milik tetangga. Apabila secara kebetulan pemilik pekarangan
tidak memerlukan, tidak akan timbul masalah; akan tetapi bila
kebetulan persediaannya sedikit dan untuk dikonsumsi sendiri
saja kurang, maka hal tersebut bisa menimbulkan perselisthan dan
rasa curiga mencurigai yang menjurus terjadinya konflik. Akibat
selanjutnya, masing-masing yang merasa dirugikan akan berusaha
membalas, dan saling mengganggu pekarangan/tegal (bumen)
akan terus berlanjut (balas membalas).

Seperti kita ketahui dahulu rumah-rumah di daerah pedesaan
tidak ada pekarangan yang tertutup rapat dengan pagar. Pekarang-
an-pekarangan rumah di samping berfungsi untuk budi daya
tanaman. kadang-kadang juga berfungsi untuk tempat bermain
anak-anak sekitarnya, atau sebagai jalan umum. Namun perkem-
bangan selanjutnya, oleh beberapa faktor hak milik secara indi-
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vidual semakin menonjol, sehingga mengambil atau melewati
pekarangan orang lain perlu ijin pemilik. Semakin bertambahnya
penghuni, dan semakin terbatasnya sumber-sumber alam yang
dapat diambil, serta mendesaknya kebutuhan hidup, menyebab-
kan individu-individu di pedesaan menyadari apa yang menjadi
milik/haknya. Oleh karenanya mengambil rumput/sesuatu di ha-
laman orang lain (tanpa ijin) menimbulkan konflik. Oleh karena
itu, untuk mengatasi persoalan itu timbul aturan-aturan yang me-
larang penduduk di daerah tersebut untuk tidak mengambil se-
suatu apapun di pekarangan/tegal milik orang lain tanpa minta
jin terlebih dahulu. Dengan adanya aturan ini, selanjutnya akan
muncul norma-norma masyarakat untuk menghormati milik orang
lain.

Kesadaran penduduk di daerah penelitian akan hak milik
(khususnya kekayaan alam) bila dikaji lebih jauh sebenarnya
mengandung hal-hal yang positif. Dengan adanya bumen masing-
masing individu berusaha untuk mengelola lingkungannya (pe-
karangannya) sedemikian rupa, sehingga cukup untuk dikonsumsi
sendiri (keluarga) tanpa mengganggu milik orang lain. Kebutuhan
kayu/ranting untuk kayu bakar, rumput, dan lainnya harus dapat
dipenuhi sendiri. Hal tersebut mendorong penduduk untuk me-
lakukan upaya-upaya supaya sumber-sumber tersebut tidak cepat
habis. Supaya kebutuhan-kebutuhannya itu dapat tercukupi dari
hasil pekarangannya, maka ada pengaturan penggunaannya dan
pembudidayaan hasil pekarangan. Namun demikian, tidak me-
nutup kemungkinan penduduk/tetangga yang membutuhkan tetap
diperbolehkan mengambil seperlunya asal minta ijin. Satu hal
perlu dikemukakan di sini bahwa dengan adanya bumen dapat
membatasi kebebasan masing-masing anggota masyarakat untuk
mengambil atau meminta sesuatu di pekarangan tetangga.

Kebiasaan-kebiasaan tersebut di atas (karena adanya bumen)
akan membentuk perilaku penduduk yang mengindahkan pada
norma-norma etika lingkungan, yaitu suatu etika bagaimana indi-
vidu mengelola, memperlakukan, dan memperhatikan lingkungan-
nya termasuk lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Artinya,
pelanggaran terhadap bumen berarti mengganggu lingkungan alam
(dalam arti sempit) milik orang lain yang selanjutnya akan mem-
bawa pengaruh kepada lingkungan sosialnya. Dengan demikian,
dalam lembaga hak milik berkembang suatu sistem pengendalian
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sosial yang sangkil dan positif, karena mampu mengajak anggota
masyarakat untuk saling menghormati dan menjaga lingkungan
alamnya maupun lingkungan sosialnya; di lain pihak mampu men-
cegah tindakan warga masyarakat yang semaunya sendiri meng-
ambil sesuatu di pekarangan milik orang lain.

Dengan demikian, lembaga hak milik ini mampu mengatur
masyarakatnya sedemikian rupa, sehingga masing-masing saling
menjaga dan menghormati hak milik orang lain. Bumen adalah
sistem pengendalian sosial yang membentuk norma-norma baru
bagi warga masyarakat setempat, yang sebelumnya tidak disadari
oleh warga masyarakat di daerah penelitian. Bumen ini cukup
sangkil di ketiga daerah penelitian (Duren Sawit. Plengan, Dlin-
seng), dilihat dari tidak adanya kasus-kasus yang muncul semenjak
adanya bumen. Pihak yang berwenangpun pernah menganjurkan
agar bumen dibuat secara tertulis, dan dilaporkan ke kelurahan.

3.2.3. Lembaga Pertanian.

Tolong menolong dan gotong royong merupakan tradisi yang
dinilai tinggi di daerah pedesaan. Di daerah penelitian gotong
royong mewarnai setiap kegiatan, khususnya di bidang pertanian.
Oleh karena itu, tidak hadirnya salah satu anggota dalam kegiatan
gotong royong (tanpa ijin) akan mengundang reaksi dari anggota
lainnya. Reaksi-reaksi ini merupakan pengendali bagi anggota un-
tuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Di
samping itu, untuk menjaga kelangsungan gotong royong semua
kegiatan dilakukan dalam bentuk gotong royong dan dikoordi-
nasikan melalui wadah LKMD. Supayva anggota kelompok patuh
terhadap aturan yang diadakan kelompok, maka dalam pelaksana-
annya dilengkapi dengan sanksi.

Pelaksanaan gotong royong melalui kelompok-kelompok ke-
giatan (dengan anggota 15 — 20 orang) sangat mudah pengawasan-
nya. Dalam kelompok-kelompok kecil seperti itu, pengendalian
sosial lebih sangkil karena masing-masing anggota sering ber-
tatap muka dan saling kenal. Pengendalian scsial melalui sistem
denda maupun dari sesama anggota tersebut memaksa anggota
masyarakat yang bersangkutan berlaku sesuai dengan norma-
norma kelompoknya: atau dengan kata lain mendapatkan peng-
akuan sosial dalam masyarakat/kelompoknya, maka anggota yang
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bersangkutan melakukan konformitas terhadap aturan-aturan yang
berlaku. Kelembagaan seperti itu (gotong royong dan pertanian)
memang merupakan ciri khas kehidupan masyarakat pedesaan.
Melalui kedua hal tersebut masyarakat mengintegrasikan kepen-
tingannya dan kesosialannya.

Kegiatan gotong royong dalam kelompok hampir semuanya
sama. Dalam hubungannya dengan mengolah pertanian dan ke-
bersihan lingkungan, kegiatannya antara lain: (1) mengolah tanah
milik kelompok, (2) mengolah tanah milik perorangan secara ber-
gilir, (3) membersihkan pekarangan/rumah anggota seminggu se-
kali, dan (4) pengerasan jalan desa/pekarangan. Aturan-aturan
dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong hampir seragam pada
setiap kelompok kegiatan. Setiap ada kegiatan kelompok selalu
dikontrol dengan daftar hadir. Anggota yang tidak hadir harus ada
alasannya. Bila tidak ada alasan pada pertemuan berikutnya di-
tegur secara langsung. Pengawasan dengan daftar hadir pada ke-
lompok-kelompok kegiatan cukup sangkil, tujuannya untuk men-
jaga ketertiban anggota dan keberlangsungan program kerja ke-
lompok.

Teguran secara langsung biasanya akan mempunyai akibat
psikologis bagi yang kena teguran, rasa malu rikuh terhadap
anggota-anggota lainnya yang ikut mendengar. Reaksi yang paling
keras dari sesama anggota adalah bila salah satu anggota tidak
datang (lebih 2 — 3 kali) dalam kegiatan gotong royong. Suatu
kasus pernah terjadi, dan mendapat reaksi dari sesama anggota
yang secara tidak langsung bernada ancaman, seperti dikatakan
oleh Pak Arfo:

“Atase kabeh dho gotong royong, kok wong sitok kuwi abot
gotong royong. Anggere isih ora gelem gotong royong suk
kono yen duwe gawean, va dha disaguhi ning mengko yen
mara ya kala-kala”’.

Artinya kurang lebih begini, semua ikut gotong royong, kok orang
satu itu tidak gotong royong, kalau masih tetap tidak mau ikut
gotong royong apabila besok mempunyai keperluan tidak akan
dibantu atau kadang-kadang saja. Selain mendapat reaksi dari
masyarakat, juga didenda menurut keputusan kelompok yang
sudah ditetapkan, misal Rp. 250,00 — Rp. 500,00 setiap kali
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tidak datang. Denda itu masuk kas kelompok untuk kepentingan
kelompok.

Pengendalian sosial yang cukup sangkil adalah yang terjadi
apabila salah satu anggota kelompok tidak ikut gotong royong
“bergilir” dari seorang anggota yang satu ke anggota yang lain.
Gotong royong “bergilir’ itu misalnya lahan milik anggota A di-
garap oleh anggota-anggota kelompok, atau pekarangan/rumah A
dibersihkan oleh anggota-anggota kelompok. Kegiatan itu terus
berlangsung berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat
yang lain. Bila salah satu anggota ada yang tidak ikut dalam ke-
giatan macul di pekarangan/tegal A misalnya, maka pada giliran
mengerjakan lahan pada anggota tersebut (B misalnya) A tidak
datang. Taindakan A ini dimaklumi oleh anggota lainnya, yang
artinya A membalas tindakan B tersebut. Seperti diungkapkan
oleh seorang anggota masyarakat sebagai berikut:

“Dilalah saniki kula direwangi macul, nunten sanes wekdal
kok kula boten saget ngrewangi, jing malih tahap pun angkil
malih nunten mrika boten dugi ngrewangi’’

Artinya A dibantu mencangkul oleh B, kemudian lain waktu A
tidak bisa datang pada waktu kelompok mencangkul di tempat B,
maka pada giliran berikutnya A gantian tidak datang ke tempat B.
Tindakan anggota masyarakat tersebut juga terjadi pada waktu
gotong royong membersihkan rumah setiap seminggu sekali. Pada
kelompok lain ada yang istilahnya “nyvaur utang’’, misalnya A
tidak datang bersih-bersih di tempat B, maka lain waktu B giliran
bersih-bersih di tempat A.

Itulah reaksi spontan dari anggota masyarakat dalam kegiatan-
kegiatan yang sifatnya saling tolong menolong. Di sini nampaknya
masyarakat masih memperhitungkan prinsip timbal balik. Sese-
orang yang melakukan kegiatan untuk orang lain mengharapkan
akan memperoleh balasan yang sama, atau sebaliknya. Perilaku
yang sudah melembaga ini merupakan mekanisme pengendalian
sosial yang memaksa anggota masyarakat untuk berlaku sesuai
dengan norma yang ada dalam kelompoknya. Tindakan anggota
masyarakat tersebut kemudian dilengkapi atau dipertegas dengan
denda uang.

Dengan demikian, mekanisme pengendalian sosial pada lem-
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baga pertanian ini cukup sangkil. Anggota masyarakat berusaha
untuk mengikuti semua kegiatan gotong royong pertanian melalui
kelompok kegiatan masing-masing. Partisipasi mereka dalam ke-
giatan gotong royong itu memberikan rasa kebersamaan, men-
dorong semangat kerja, dan secara ekonomis memberikan keun-
tungan meringankan beban. Misalnya A merasa tidak cukup tena-
ganya untuk mengolah tanah, maka melalui kelompoknya, tanah
A dikerjakan bersama dengan membayar Rp. 500,00 — Rp. 1000,-
untuk kas kelompok; pada kelompok lain setiap anggota kelom-
pok yang ikut mencangkul mendapat upah Rp. 200,00 dari ang-
gota yang tanahnya digarap, uang seluruhnya untuk kas kelompok.
Bentuk lain yang pada umumnya ada pada setiap kelompok ada-
lah mengerjakan tanah milik salah satu anggota yang memiliki
tanah agak luas tetapi bera (kering tidak ditanami). Tanah tersebut
dikerjakan oleh kelompok dengan aturan 1/3 hasil untuk pemilik
tanah dan 2/3 untuk kas kelompok.

Dari uraian-uraian tersebut jelas antara kepentingan pribadi
dan rasa kesosialan individu sekaligus dapat terpenuhi. Kerja sama
dan tolong menolong ini sudah melembaga dalam kehidupan se-
hari masyarakat pedesaan. Kegiatan gotong royong di bidang per-
tanian itu dapat berarti bahwa beban ekonomi yang dipikul ber-
sama anggota kelompok ringan dan menguntungkan. Kegiatan
yang dikerjakan kelompok tersebut mempunyai implikasi adanya
pemeliharaan sumber daya alam tanah; kesuburan tanah dipelihara
secara ajeg dan pemanfaatan tanah-tanah kering (bera) yang se-
belumnya tidak digarap kemudian diolah lagi, dan hasilnya untuk
kepentingan kelompok. Kegiatan tersebut jelas mempunyai im-
plikasi positif terhadap kesuburan tanah dan tidak menelantarkan
tanah.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan penduduk di daerah pene-
litian mempunyai arti ekonomis maupun psikologis. Mempunyai
arti ekonomis, kegiatan tersebut menguntungkan dan meringankan
beban, karena lahan yang dimiliki setiap anggota pengolahan dan
pemeliharaannya dilakukan bersama-sama. Hal tersebut meringan-
kan karena tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk buruh. Se-
dangkan arti psikologis, untuk memenuhi selaku makhluk sosial
anggota masyarakat dan untuk memperoleh pengakuan sosial.

Berdasarkan uraian-uraian di muka, dapat dikatakan bahwa
kesangkilan pengendalian sosial dalam suatu lembaga sosial sangat
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dipengaruhi oleh (1) apakah lembaga sosial tersebut masih ber-
fungsi, (2) frekuensi kegiatan yang memungkinkan anggota sering
bertemu, (3) lembaga sosial tersebut dapat memenuhi kebutuhan
anggota, (4) norma-norma dalam lembaga sosial tersebut diterima
oleh anggota dan (5) atau anggota berusaha melakukan konfor-
mitas terhadap norma-norma yang berlaku,

Lembaga-lembaga sosial seperti misalnya lembaga perkawinan,
hak milik, agama, pertanian, jelas masih berfungsi dalam me-
menuhi kebutuhan masyarakat di daerah penelitian. Hal ini bisa
dilihat bagaimana lembaga itu mengatur perilaku masyarakat se-
hingga kehidupan perkawinan/keluarga tidak terganggu. ber-
kembangnya norma-norma menghormati hak milik orang lain,
dengan demikian lembaga tersebut mampu melindungi kepenting-
an warga akan sumber-sumber yang dimilikinya; kegiatan-kegiatan
gotong royong, arisan dan sebagainya memungkinkan warga saling
bertatap muka, dan melakukan pengawasan secara langsung; ter-
penuhinya kebutuhan warga melalui lembaga tersebut dapat di-
ketahui dari usaha-usaha warga untuk melakukan konformitas
terhadap norma-norma yang berlaku.

Berfungsinya lembaga-lembaga sosial tersebut dalam masya-
rakat dipengaruhi oleh faktor lingkungan (fisik dan sosial) serta
sumber daya manusia. Di samping itu frekuensi kegiatan yang
terus menerus secara berkesinambungan itu lebih menghidupkan
lembaga-lembaga sosial yang ada.

3.24. Lembaga Pergaulan.

Manusia di dalam berhubungan dengan sesamanya tidak ter-
lepas dari aturan-aturan, norma-norma yang berlaku dalam per-
gaulan tersebut. Norma atau aturan tersebut menjadi pedoman
bagi perilaku mereka di dalam hidup bermasyarakat. Mereka ber-
usaha untuk dapat berlaku sesuai dengan keinginan masyarakat di
mana mereka hidup. Oleh karena mereka hidup dalam lingkungan
budaya yang sama, maka reaksi-reaksi atau tanggapan masyarakat
terhadap sesuatu yang dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan
lingkungan sosial mereka, mendapat tanggapan yang kurang lebih
sama. Dalam hal ini masyarakat mengadakan reaksi terhadap se-
suatu perilaku yang diperbuat warganya. Selanjutnya berikut ini
beberapa tanggapan masyarakat di daerah penelitian terhadap ber-
bagai perilaku warga. Beberapa dari sikap masyarakat tersebut ada
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yang terekam secara langsung dalam penelitian, dan sebagian di-
tangkap melalui wawancara dengan warga di daerah penelitian.

Dalam kehidupan bermasyarakat, di daerah penelitian warga
vang mendapat perlakuan mendapat ancaman atau peringatan
dengan sanksi tertentu adalah warga yang diketahui sering me-
lakukan perbuatan yang tidak baik. Misalnya mengambil milik
orang lain (mencuri). Warga yang mencuri tersebut diancam oleh
aparat desa setempat (dengan sumpah dan sebagainya) supaya
tidak berbuat lagi. Di samping itu, warga tersebut menjadi pem-
bicaraan atau dirasani oleh warga yang lain. Dengan ancaman ter-
sebut diharapkan warga masyarakat yang melakukan pelanggaran
itu tidak mengulangi perbuatannya, sehingga ketertiban masya-
rakat dapat diwujudkan.

Sebaliknya perilaku warga masyarakat yang kemudian menjadi
pembicaraan atau dirasani adalah bila warga itu tidak berlaku se-
perti pada umumnya yang berlaku di daerah tersebut. Misalnya
saja tidak menyapa bila bertemu di jalan atau tidak “sapa aruh’’
terhadap orang yang dijjumpainya. Seperti diketahui saling me-
nyapa bila bertemu di jalan adalah merupakan kebiasaan yang
biasa dilakukan oleh warga masyarakat di daerah pedesaan baik
antar sesama warga yang dikenal maupun dengan warga yang be-
lum dikenal. Oleh karenanya bila ada orang yang tidak ramah
dengan orang lain, tidak bertegur sapa dan sebagainya, akan men-
jadi pembicaraan masyarakat setempat. Menurut mereka bertegur
sapa adalah menunjukkan keakraban dan kerukunan.

Selain itu, warga masyarakat yang melanggar norma-norma
pergaulan masyarakat, seperti misalnya bergaul di luar batas antar
sesama warga yang telah bersuami/beristeri; atau hamil sebelum
nikah menjadi pembicaraan masyarakat setempat, dan menjadi
bahan sindiran bila bersangkutan berada dalam kelompok pem-
bicaraan atau acara pertemuan. Hal itu menunjukkan bahwa peri-
laku yang demikian itu merupakan pelanggaran terhadap norma-
norma yang berlaku. Oleh karena itu, seperti kasus yang terjadi,
yaitu adanya skandal laki-wanita yang masing-masing sudah ber-
anak isteri/suami menjadi pembicaraan yang ramai, menjadi bahan
sindiran, dan yang bersangkutan kadang-kadang mendapat muka
masam dari warga yang lain. Dengan adanya kasus itu timbul re-
aksi dari masyarakat, sehingga ketertiban masyarakat menjadi ter-
ganggu. Reaksi-reaksi masyarakat tersebut bisa dikategorikan se-
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bagai pengendalian sosial, yang menyebabkan warga masyarakat
untuk tidak melakukan hal yang sama.

Warga vang tidak berlaku seperti yang biasa dilakukan oleh
warga pada umumnya, misalnya sering tidak datang dalam kegiat-
an desa. gotong royong, rapat-rapat kelompok dan sebagainya.
Warga yang berperilaku demikian itu menjadi pembicaraan masya-
rakat. Seperti misalnya seorang aparat dusun yang tidak ikut pada
waktu ada gotong royong dalam kelompoknya mendapat teguran
secara tidak langsung dari warga masyarakat yang pada waktu itu
sedang bergotong royong. Aparat dusun itu tidak hanya menjadi
pembicaraan. tetapi juga disindir pada waktu rombongan gotong
royong itu membersihkan rumput di sekitar jalan dekat rumah
aparat dusun tersebut. Kenyataan itu pada sisi lain sebenarnya
menunjukkan bahwa aparat dusun itu tidak disenangi oleh w ~ga-
nya. Dengan kata lain, norma-norma masyarakat di daerah
sebut mengutamakan adanya ungkapan-ungkapan kebersamaan,
kerukunan, oleh sebab itu seorang aparat dusun yang seharusnya
memberi contoh tetapi malahan sebaliknya, mendapat tanggapan
dari warga masyarakat.

Tindakan lainnya yang menjadi pembicaraan dan sindiran
masyarakat adalah bila ada warga yang meminjam sesuatu tidak
dikembalikan, misalnya meminjam uang, atau diberi kepercayaan
untuk mengerjakan suatu pekerjaan tetapi tidak selesai. Perbuatan
lainnya yang mendapat tanggapan dari masyarakat adalah apabila
ada warga yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan se-
perti misalnya berjudi, akan bercerai, bergaul tidak sopan, sudah
diperingatkan dan dinasehati tetapi tidak mengindahkannya, maka
oleh warga masyarakat orang tersebut dinengke atau didiamkan
saja. Dengan didiamkan ini sebenarnya merupakan hukuman bagi
warga tersebut. karena secara tidak langsung orang tersebut di-
asingkan dalam pergaulan. Sanksi yang bersifat batiniah tersebut
kadang-kadang lebih sangkil untuk menjadi pengendali suatu per-
buatan yang tidak baik. Dengan kata lain, kontrol sosial yang di-
lakukan masyarakat adalah menasehati dan menegur terhadap per-
buatan warga yang menyalahi aturan. Hal tersebut dilakukan ka-
rena di antara warga itu saling kenal dengan baik.

Di daerah penelitian warga yang suka ngrasani (membicarakan
kejelekan orang) dihindari dari pergaulan. Orang yang dihindari
dalam pergaulan antara lain orang yang suka berkata dengan kata-
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kata kotor, suka berjudi, mencuri, perbuatan itu dianggap per-
buatan yang tidak terpuji. Sebaliknya orang yang mendapat pujian
atau disuyuti (dihormati) dan sebagainya adalah orang yang suka
menolong kepada orang yang sedang kepepet (kekurangan, mis-
kin); orang yang aktif dalam kegiatan; orang yang ramah dan
mudah bergaul dengan sesamanya, tidak membedakan.

52



BAB 1V
PENGENDALIAN SOSIAL DAN ADAT ISTIADAT

Di dalam kehidupan suatu masyarakat, hubungan antar manu-
sia di dalam diatur oleh suatu kompleks tata kelakuan yang di-
sebut adat istiadat. Adat istiadat ini memberikan batas-batas warga
masyarakat untuk berperilaku, serta merupakan alat untuk me-
lakukan suatu perbuatan sekaligus melarang perbuatan yang tidak
sesuai dengan adat istiadat.

Dalam setiap masyarakat terdapat pola-pola budaya ideal dan
pola-pola budaya yang merupakan kebiasaan (IThromi, 1981 : 28).
Pada prakteknya, yang banyak tampak dilakukan oleh warga ma-
syarakat adalah pola-pola budaya yang merupakan kebiasaan.
Kebiasaan-kebiasaan itu adalah hasil penyesuaian yang dilakukan
masyarakat terhadap lingkungannya.

Untuk menyelenggarakan suatu kehidupan masyarakat yang
harmonis. selaras, supaya warga masyarakat tidak banyak me-
lakukan pelanggaran/penyimpangan di dalam melakukan penye-
suaian terhadap lingkungannya. diciptakanlah suatu sistem pengen-
dalian sosial. Proses pengendalian sosial ini terjadi dalam kehidup-
an sehari-hari masyarakat, yang dapat dilakukan suatu kelompok
terhadap kelompok. atau kelompok terhadap individu.

Perilaku-perilaku hasil dari penyesuaian yang dilakukan
warga masyarakat itu berupa aktivitas-aktivitas yang mencermin-
kan adat istiadat masyarakat bersangkutan. Untuk itu selanjutnya

akan Kkita lihat adat yang berlaku di daerah penelitian dalam Kait-
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annya dengan pemeliharaan lingkungan hidup yang antara lain me-
liputi: upaya-upaya pemeliharaan lingkungan (kebersihan ling-
kungan, penataan lingkungan, budidaya tanaman), pelestarian
sumber daya alam, pemeliharaan ketertiban dan keamanan, peme-
liharaan persatuan dan kesatuan.

4.1. Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Menurut Bintarto (1979 : 22), lingkungan hidup manusia ter-
diri atas lingkungan fisikal (sungai, udara, air, rumah, dan lain-
lain), lingkungan biologis (organisme hidup seperti hewan, tum-
buhan, dan manusia), lingkungan sosial (sikap kemasyarakatan,
sikap kerokhanian, dan sebagainya). Manusia adalah bagian dari
lingkungan itu sendiri, ia tidak dapat lepas dari lingkungannya baik
lingkungan alam maupun lingkungan sosial.

Pengertian lingkungan hidup yang termuat dalam Undang-
Undang RI No. 4 Tahun 1982, bahwa lingkungan hidup adalah ke-
satuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk
hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lainnya. Agar lingkungan hidup kita
tidak rusak dan bermanfaat bagi kelangsungan peri kehidupan
dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya, maka
periu adanya suatu pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan untuk
melestarikan lingkungan hidup itu sendiri perlu adanya pengelola-
an/pemeliharaan lingkungan hidup secara berkesinambungan.

Pelestarian lingkungan hidup bukan berarti hanya memelihara
saja, akan tetapi juga mengatasi masalahnya agar tidak merugikan
kehidupan manusia (Saidihardjo dan Moch Damami Zein, 1982 :
66). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pemeliharaan lingkung-
an di daerah penelitian akan diungkapkan meliputi upaya peme-
liharaan lingkungan (melalui budidaya tanaman, kebersihan, pagar
hidup), dan peran agama dalam pemeliharaan lingkungan. Sedang-
kan pembicaraan pemeliharaan persatuan dan kesatuan, ketertib-
an dan keamanan, serta pelestarian sumber daya alam, akan di-
bicarakan secara khusus pada uraian berikutnya.

4.1.1. Upaya-upaya Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Upaya masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan mem-
punyai kaitan erat dengan persepsi mereka tentang lingkungan.
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Ada beberapa pendapat tentang lingkungan yang baik, yaitu bah-
wa lingkungan yang baik adalah lingkungan yang teratur dan rapi.
Keteraturan itu tidak hanya dalam lingkungan rumah saja, akan
tetapi juga lingkungan luar rumah. Di lingkungan rumah misalnya
ada penataan ruang (ruang tamu, ruang belajar. ruang tidur, dan
sebagainya). Di luar rumah juga diatur sedemikian rupa, misal jalan
menuju rumah ditata dengan batu, diatur pagar tanamannya, Ke-
bersihannya, pemanfaatan pekarangan rumah, dan lain sebagainya.
Selain itu lingkungan yang baik adalah lingkungan yang bersih,
sehat, lingkungan yang aman, tenteram, hubungan antar tetangga
baik. Dengan kata lain, lingkungan yang baik adalah lingkungan
yang teratur, bersih, sehat, aman, dan tenteram. sehingga terwujud
kehidupan yang serasi dan seimbang, baik dalam keluarga maupun
masyarakat.

Pengetahuan atau persepsi masyarakat di daerah penelitian
mengenai lingkungan yang baik tersebut merupakan pola ideal
yang ada dalam pikiran, gagasan mereka. Secara factual, pola ideal
mengenai lingkungan yang baik tersebut tidak semuanya dapat
diwujudkan dalam tindakan atau perilaku. Keadaan tersebut
sangat dipengaruhi adanya sarana-sarana, serta pengetahuan ma-
syarakat akan lingkungannya. Upaya-upaya yang dilakukan ma-
syarakat di daerah penelitian lebih banyak berdasar pada instruksi-
instruksi dari lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi masya-
rakat. Namun demikian. melalui mekanisme instruktif, secara ti-
dak langsung akan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif.
Kebiasaan-kebiasaan positif itu antara lain masyarakat akan lebih
mengindahkan lingkungannya. Hal ini terbukti dari keadaan ling-
kungan daerah penelitian yang kelihatan bersih dibandingkan
dengan desa lainnya.

Menurut Mulder (1983 : 92). sikap orang Jawa terhadap ling-
kungan tidak begitu perhatian. seperti dikatakan sebagai berikut:

.. . di kota-kota atau desa-desa Jawa, lingkungan hidup yang
paling dekat manusia nampak terlupakan dan tidak menarik.
Pada musim penghujan, lorong-lorong dan jalan kecil menjadi
becek dan penuh lumpur, pada musim kemarau penuh debu —
lain dengan wajah desa-desa di Sunda Jawa Barat, yang jelas
amat memperhatikan lingkungan, sehingga desa-desa nampak
rapi — rumah-rumah dikapur atau dicat dan memiliki kebun-
kebun rapi dengan pagar di sekelilingnya. . .
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Gambaran bahwa masyarakat pedesaan Jawa tidak mengindahkan
lingkungan apalagi kebersihan, dapat dilihat di desa-desa banyak
limbah-limbah dapur dibuang begitu saja, dan kotoran-kotoran
hewan di sembarang tempat.

Berdasarkan pengamatan, gambaran mengenai desa-desa Jawa
yang kotor, dan tidak rapi tidak terdapat atau tampak di daerah
penelitian. Rumah-rumah penduduk baik dalam rumah, halaman
maupun luar rumah, kelihatan ditata rapi dan bersih. Beberapa
rumah, khususnya rumah-rumah pamong desa, tokoh-tokoh ma-
syarakat sudah ada penataan ruang seperti ruang makan, ruang
tamu, ruang tidur secara terpisah dan sebagainya.

Dengan melalui mekanisme instruktif itulah kebiasaan untuk
mengindahkan lingkungan ditumbuhkan, sehingga masyarakat di
daerah penelitian melakukan kegiatan-kegiatan untuk memelihara
lingkungan. Kegiatan yang mereka lakukan tidak tumbuh begitu
saja, tetapi melalui suatu proses dan sarana-sarana yang mendu-
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